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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB 

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan 

huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba b be ب

 Ta t te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` apostrof terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ـَ

 kasrah i i ـِ

 ḍammah u u ـُ
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b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 

 kataba  كَتَبََ -
 fa`ala  فَ عَلََ -
 suila  سُئِلََ -
 kaifa  كَيْفََ -
 haula حَوْلََ -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلََ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَ قُوْلَُ -
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup, atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati, atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالَِلََرَؤْضَةَُا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah  الْمَدِيْ نَةَُالْمُنَ وَّرةََُ -

 talhah  طلَْحَةَْ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلََ -

 al-birr  البِرَ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

yaitu ال, namun pada transliterasi ini kata sandang dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلَُ -

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

لَُالَْْلََ -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u الن َّوْءَُ -

 inna إِنََّ -



xv 

 

H. Penulisan Kata 

Setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وََإِنََّاللهََفَ هُوََخَيَُْْالرَّازقِِيََْ -

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمَِاِللهَمََْراَهَاَوََمُرْسَاهَا -

I. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). Contoh: 

َالْعَالَمِيََْ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn الْْمَْدَُلِلهَرَبِ 

 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm الرَّحْْنَِالرَّحِيْمَِ -
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm اللهَُغَفُوْر 

َا - عًامُوْرَُلَُلِلِِ  ي ْ جََِ  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup 

rakyatnya, termasuk Indonesia yang mengadopsi ideologi Pancasila dan 

menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai dasar hukumnya. Dalam 

konteks ini, Indonesia telah memberikan jaminan kebebasan kepada warganya untuk 

memilih dan menjalankan agama serta keyakinan mereka masing-masing. Untuk 

mewujudkan jaminan tersebut, diperlukan adanya sistem hukum nasional yang tidak 

hanya mendukung tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut 

UUP) merupakan langkah konkrit Negara Indonesia dalam rangka menjamin hak 

warganya untuk hidup beragama. Tentunya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan 

beragama selain perkawinan perlu adanya landasan hukum lain, terutama untuk 

orang Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Perlu adanya legalisasi 

pelaksanaan Hukum bercorak Islam pada tatanan Hukum Nasional, agar masyarakat 

memiliki pengertian khusus atau satu pedoman yang disepakati tentang pelaksanaan 

Hukum Islam di Indonesia. 

Pasal 1 UUP menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin 

antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Selain itu, Pasal 2 UUP mengatur syarat sahnya suatu perkawinan, yaitu harus 
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dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan masing-masing pasangan. 

Semua perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Instruksi 

Presiden No.1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur 

kewajiban pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6. 

Tujuan dari kewajiban pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan 

bahwa pernikahan dalam masyarakat dilaksanakan dengan teratur. Perkawinan harus 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, termasuk ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) 

UUP. Apabila sebuah pernikahan hanya mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) saja, 

maka pernikahan tersebut bisa dianggap sebagai "pernikahan di luar ketentuan". 

Dengan demikian, Pasal 43 Ayat (1) UUP tidak bisa berdiri sendiri dan harus terkait 

dengan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

khususnya UUP.1 

Pencatatan perkawinan ialah syarat administatif.2 Hal ini diatur dikarenakan 

apabila perkawinan tidak dibarengi dengan pencatatan, maka perkawinan tersebut di 

mata hukum tidak memiliki kekuatan. Dampak yang muncul ialah, jika terdapat 

pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai, maka upaya hukum tidak bisa 

diajukan pihak lain disebabkan tidak mempunyai suatu alat bukti yang sah serta 

autentik dari pernikahan yang telah diselenggarakan. Lembaga pencatata nikah 

mengeluarkan bukti autentik berupa akta nikah yang berfungsi untuk memberikan 

suatu bentuk jaminan hukum. 

                                                           
1 Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina Kajian 

Yuridis terhadap Putusan  MK NO.46/PUU-VII/2010”, Membangun Peradilan Agama Yang 

Bermartabat (Kumpulan Artikel Jilid 2). Direktorat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung 

Republik Indonesia (2012): 191. 
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: 

UII Press, 2011), 184 
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Pencatatan nikah bagi orang Islam Indonesia dilaksanakan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk3 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP juncto Pasal 5 

ayat (2) KHI. Singkatnya, di masa sekarang kewenangan pencatatan berada pada 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana 

suatu peristiwa pernikahan tersebut dilangsungkan. Dalam struktur organisasi, KUA 

merupakan bagian dari Kementerian Agama (Kemenag). KUA berfungsi sebagai unit 

pelaksana teknis yang berada di bawah wewenang Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan dikelola secara operasional oleh Kepala 

Kantor Kemenag di tingkat Kabupaten/Kota.4  

Pada 29 Oktober 2021, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan kebijakan melalui 

Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan Selama 

Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). Kebijakan dalam SE 2021 

menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi wanita lain setelah masa idah istri 

sebelumnya selesai. Namun, jika pria tersebut telah menikah lagi denga wanita lain 

sementara bekas istrinya masih dalam masa idah, pria tersebut harus mendapatkan 

izin poligami dari pengadilan jika ingin rujuk kembali dengan bekas istrinya. Padahal 

sebagaimana pengetahuan umum dalam fikih klasik bahwa suami yang mentalak istri 

dapat langsung merujuk bekas istri selama masa idah atau kawin dengan perempuan 

lain. Nas pada Q.S. Al-Ṭalaq 65/2.5 

 نْكُمْ فاَِذَا بَ لَغْنَ اَجَلَهُنَّ فاَمَْسِكُوْهُنَّ بِعَْرُوْفٍ اوَْ فاَرقُِ وْهُنَّ بِعَْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ م ِ 

                                                           
3 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: 

UII Press, 2011), 185 
4 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 
5 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, …”, 558 
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 وَمَنْ ي َّتَّقِ الِٰ َ  ەۗخِرِ  وَالْيَ وْمِ الْٰ مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِِلِٰ ِ  ۦمْ يُ وْعَظُ بِهِ لِكُ ذٰ  ۗوَاقَِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِِٰ ِ 
 ۝ مََْرَجًا ۥيََْعَلْ لَّهُ 

Terjemahnya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan 

mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang 

demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu 

yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa 

kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 

baginya”6 

 

Dalam hukum Islam di Indonesia, baik melalui UUP maupun KHI, tidak ada 

larangan bagi seorang pria untuk menikahi wanita lain meskipun bekas istrinya 

masih dalam masa idah. Hukum perkawinan di Indonesia menerapkan sistem 

monogami terbuka, di mana seorang pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri 

(poligami, atau dalam adat masyarakat Luwu disebut sipammarue) harus 

mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. SE 2021 juga menjabarkan dalam 

salah satu poinnya bahwa apabila sang pria kawin bersama wanita lain meskipun 

wanita bekas istri menjalani masa idahnya belum selesai, maka akan menimbulkan 

potensi poligami terselubung dikarenakan sang pria tersebut mempunyai kesempatan 

pula merujuk wanita bekas istrinya.  

Maksud SE 2021 dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama 

ialah sebagai petunjuk atas pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh PPN KUA bagi 

pria yang akan menyelenggarakan pernikahan Bersama wanita lain meskipun wanita 

bekas istri masih ada masa idahnya. Tujuan surat edaran ini dikeluarkan ialah guna 

pemberian kepastian prosedur pencatatan peristiwa perkawinan untuk pria bekas 

suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri 

masih berada pada masa idah. Namun apakah memang benar ketentuan tersebut 

                                                           
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, …”, 558 
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berimplikasi memberikan kepastian hukum untuk masyarakat melalui bentuk surat 

edaran dan telah sesuai dengan pembentukan ketentuan peraturan perundang-

undangan, atau justru menimbulkan kebingungan karena justru menghambat 

masyarakat memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya hingga menjadi isu 

atau permasalahan hukum di tengah masyarakat.  

Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan tersebut perlu 

ditelaah lebih lanjut agar diketahui maksud sebenarnya dari Dirjen Bimas Islam 

Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut melalui SE 2021 

ini. Maka peneliti hendak melaksanakan penelitian agar mengkaji lebih lanjut 

mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan SE 2021 tersebut berdasarkan tata per-

UU di Indonesia.  

Layaknya penemuan Hukum Islam pada suatu masalah lainnya, peneliti 

utamanya juga hendak mengetahui apa sebenarnya tujuan dikeluarkannya surat 

edaran yang salah satu poinnya mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri. 

Apakah Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 tersebut 

sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi fenomena atau isu di tengah 

masyarakat tentang pandangan negatif poligami yang dianggap bentuk perbuatan 

yang kurang memihak kepada perempuan. Bahkan data BPS pada tahun 2023 

menerangkan bahwa di Indonesia terdapat 738 kasus perceraian karena alasan 

poligami.7 

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa hukum dari salah satu bentuk 

implementasi manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan manusia 

lain. Hal tersebut juga didorong karena sesuai fitrah manusia antara pihak pria dan 

                                                           
7 Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 280 
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pihak wanita yang membutuhkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. 

Perkawinan merupakan perintah dari Tuhan kepada manusia agar umat dapat 

menguatkan eksistensinya dengan cara yang sesuai dengan agama atau 

keyakinannya.8 

Islam dalam ajarannya telah diperintahkan Allah Swt. Kepada umat manusia 

untuk melaksanakan perkawinan sebagai cara untuk memakmurkan bumi. Al-Jurjani 

menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt. menciptakan manusia adalah agar bumi dapat 

dimanfaatkan secara optimal, dengan segala sumber daya yang ada di bumi untuk 

kepentingan manusia. Untuk memastikan bumi tetap bermanfaat dan tidak sia-sia, 

keberadaan dan kelangsungan keturunan manusia sangat penting.9 

Muhammad Abu Zahrah memaparkan bahwa salah satu substansi perkawinan 

disyariatkan ialah agar kehidupan manusia terpelihara secara sempurna, sebab 

dengan perkawinan, akan diketahui bagi setiap orang mengenai silsilah keturunannya 

secara jelas dari atas sampai ke bawah.10 Pandangan yang lebih luas, ibadah yang 

utama dalam pergaulan umat Islam ialah perkawinan itu sendiri, karena perkawinan 

tidak saja dipahami sebagai upaya membina rumah tangga antara laki-laki dan 

perempuan serta memelihara keturunan. Tetapi perkawinan juga dipandang sebagai 

upaya agar ukhuwah islamiyah dapat meningkat, meluas dan dapat pula menguatkan 

silaturahmi antar sesama manusia.11 

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci agar setiap pasangan suami istri 

saling menyayangi dan saling mengasihi. Namun apabila hal tersebut tidak tercapai 

                                                           
8 Anita Marwing, Arini Pratiwi, dan Syawaluddin Hanafi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing 

Soro’ Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone”, Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 

IAIN Gorontalo, Vol. 15 No. 2, (2019): 204, https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307. 
9 Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dan Toyib Arifin, Terjemahan Kitab Hikmatu al-Tasyriʻ wa Falsafatuhu, 

(Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 102 
10 Muhammad Ab Zahrah, Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, (Bairut: Dar al-Fikr Al-‘Araby, 1957), 19-22 
11 Anita Marwing, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro’ …”, 204 

https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1307
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dan justru timbul mafsadat bagi hubungan keduanya serta tidak dapat lagi 

dirukunkan, maka perkawinan tersebut dapat dijatuhkan talak. Berdasarkan akibat 

hukumnya, dalam ilmu fikih dikenal 2 macam talak yaitu pertama talak raj’i dan 

yang kedua ialah talak bain. Pertama, yaitu terkait talak raj’i secara ringkasnya ialah 

talak kesatu ataupun talak kedua, yang mana seorang suami mempunyai hak rujuk 

(dapat kembali rukun membina sebuah ikatan perkawinan) selama istri berada dalam 

masa idah.12 Allah mengatur sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah /2:229.  

  نِ ۖتٰ الَطَّلََقُ مَرَّ 
 
 ... بِِِحْسَانٍ ۗ بِعَْرُوْفٍ اوَْ تَسْريِْح    فاَِمْسَاك 

Terjemahnya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) 

menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan 

(menceraikan) dengan baik…”13 
 

Talak bain adalah jenis talak di mana mantan suami tidak dapat langsung 

rujuk dengan mantan istri, namun mereka dapat kembali bersama melalui pernikahan 

baru meskipun mantan istri masih dalam masa idah. Masa idah adalah periode 

tunggu yang harus dilalui seorang perempuan setelah talak, perceraian, atau kematian 

suami.14  

Allah Swt. menurunkan syariat untuk menciptakan kebaikan bagi hamba-Nya 

dan untuk melindungi mereka dari kerugian di dunia dan akhirat. Setiap ketetapan 

dan hukum dari Allah Swt. tidak ada tanpa tujuan; semuanya diciptakan dengan 

maksud dan tujuan tertentu bagi seluruh makhluk-Nya.15 Salah satu tujuan 

ditetapkannya masa idah bagi perempuan dalam hukum Islam adalah memberi 

                                                           
12 Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam 
13 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, …”, 36 
14 Abdul Qadir Mansyur dan Muhammad Zaenal Arifin, Terjemahan Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min 

al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang 

Perempuan dalam Hukum Islam, (Jakarta: Zaman, 2012), 124. 
15 Firman Muhammad Arif, Muammar Arafat Yusmad, dan Nursyamsi Ichsan. “Penerapan PERMA No. 

03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 

Pengadilan (Studi di Pengadilan Negeri Palopo)”, Maddika: Journal of Islamic Family Law IAIN 

Palopo, Vol. 02 No. 01, (2020): 18. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1800. 
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kesempatan bagi pasangan yang telah bercerai untuk merenung dan 

mempertimbangkan kemungkinan untuk membina kembali rumah tangga mereka.16 

Namun berbeda bagi suami karena tidak ditetapkan baginya idah atau masa tunggu. 

Apabila berpedoman pada fikih klasik, maka bagi pria tidak memiliki iddah, 

sehingga sang pria yang telah bercerai dapat secara bebas kawin dengan perempuan 

lain, meskipun bekas istrinya yang telah ditalak tersebut masih berada pada masa 

idah.  

Peneliti merasa tertarik disamping meninjau secara yuridis posisi dan 

kekuatan SE 2021 dalam sistem per-UU di Indonesia, peneliti merasa perlu memiliki 

suatu landasan penggalian atau perumusan (istinbaṭ) Hukum Islam agar mengetahui 

latar belakang dan tujuan Dirjen Bimas Islam mengatur pernikahan dalam masa idah 

bekas istri. 

Maka Peneliti berdasarkan pemaparan diatas berpendapat kebijakan-

kebijakan yang termuat dalam SE 2021 tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut 

terutama mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana bila seorang pria kawin 

dengan wanita lain namun masa idah bekas istri sang pria tersebut belum habis, yang 

selanjutnya peneliti kaji melalui sudut pandang atau perspektif metode istinbaṭ 

hukum Al-Żarῑʻah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti berlandaskan paparan yang melatarbelakangi penelitian ini di atas 

yang pada pokoknya ialah apabila seorang pria kawin dengan wanita lain namun 

bekas istri sang pria tersebut belum habis menjalani masa idah, maka dimungkinkan 

                                                           
16 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, …, 672. 
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terjadi poligami terselubung karena adanya kesempatan bagi suami untuk merujuk 

istrinya. Selanjutnya Kementerian Agama mengeluarkan SE 2021 yang salah satunya 

mengatur pernikahan dalam masa idah istri. Hal inilah yang menarik perhatian 

peneliti untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Maka atas paparan tersebut peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama 

Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur perkawinan dalam masa 

idah istri dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

2) Bagaimana ketentuan perkawinan selama masa idah istri dalam Surat Edaran 

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

tersebut ditinjau perspektif Al-Żarῑʻah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti berdasarkan paparan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang 

hendak digapai peneliti menyelenggarakan penelitian adalah: 

1) Guna memahami dan mampu menganalisa kedudukan Surat Edaran Dirjen 

Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang 

mengatur perkawinan selama masa idah bekas istri dalam tata per-UU di 

Indonesia. 

2) Guna memahami dan mampu menganalisa ketentuan mengenai aturan 

perkawinan selama masa idah bekas istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas 

Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tersebut perspektif 

metode istinbaṭ hukum Al-Żarῑʻah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang 

diantaranya adalah: 

1) Penelitian bermanfaat untuk pengetahuan umum sekaligus informasi mengenai 

ketentuan hukum perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda. 

2) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis tentang ketentuan dan 

pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Indonesia khususnya tentang 

perkawinan dalam masa idah bekas istri. 

Manfaat khusus yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1) Secara Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori-teori Hukum 

khususnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang perkawinan 

dalam masa idah bekas istri.; 

2) Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana 

ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor 

P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengatur terkait ketentuan perkawinan 

selama masa idah bekas istri. Penelitian ini bermanfaat bagi akademisi 

dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmu Hukum Islam terkait hukum 

perkawinan di Indonesia terutama bagi bekas suami atau duda, sehingga 

dapat diketahui landasan dan tujuan dikeluarkannya ketentuan Surat Edaran 
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Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

yang mengatur terkait ketentuan perkawinan selama masa idah bekas istri. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman dan 

informasi mengenai ketentuan hukum perkawinan dalam masa idah bekas 

istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas 

Kementerian Agama Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sehingga 

masyakarat dapat memperoleh pengetahuan dan kepastian hukum. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini juga dapat berguna bagi para pakar hukum maupun praktisi 

hukum, kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat umum, 

akademisi, Lembaga pemerintah baik eksekutif (Kementerian Agama 

khususnya Dirjen Bimas Islam), legislatif (Dewan Perwakilam Rakyat), dan 

yudikatif (Pengadilan) sebagai telaah kritis dalam rangka membuat dan 

menegakkan ketentuan hukum yang adil serta memberikan kepastian hukum 

terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Peneliti telah melakukan upaya penelusuran beberapa literatur, namun 

peneliti belum menemukan penelitian yang sama identik mengenai Masa Tunggu 

Suami Terhadap Idah Istri (Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Perspektif Al-Żarῑʻah). Namun berdasarkan 

penelitian terdahulu tersebut terdapat beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang peneliti sedang lakukan dan terdapat pula titik singgung antara 
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pembahasan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. 

Namun di sisi lain, terdapat pula beberapa hal yang membedakan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. 

1) Penelitian Tesis berjudul “Izin Poligami dalam Masa Idah Istri (Tinjauan 

Maṣlaḥah terhadap Surat Edaran No:D.IV/Ed/7/1979)” oleh Ach. Rosidi Jamil 

membahas latar belakang penerbitan surat edaran oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama (Dirjen Binbaga) Islam Kementerian Agama 

Republik Indonesia terkait kebijakan poligami selama masa idah serta 

mengevaluasi kebijakan tersebut dari perspektif Maṣlaḥah. Penelitian ini 

memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu surat 

edaran Dirjen Binbaga Islam atau Dirjen Bimas Islam dan topik mengenai 

poligami dalam masa idah. Perbedaannya terletak pada nomor dan tahun surat 

edaran yang dianalisis, serta fokus penelitian: penelitian sebelumnya menilai 

kebijakan poligami dari perspektif Maṣlaḥah, sementara penelitian ini akan 

menilai masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri dari perspektif Al-

Żarῑʻah. Penelitian ini juga akan mengkaji kedudukan Surat Edaran Dirjen 

Bimas Islam dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

2) Penelitian Tesis berjudul “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘Iddah dan 

Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” oleh Nuzulia Febri Hidayati. 

Penelitian ini meninjau tentang ketentuan idah dan iḥdâd bagi wanita 

berdasarkan ketentuan KHI perspektif gender. Maka penelitian yang dahulu 

dengan penelitian yang akan peneliti selenggarakan juga sama menyinggung 

terkait masa idah istri. Hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah objek penelitian 
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terdahulu lebih kepada Tinjauan ketentuan idah dan iḥdâd bagi perempuan 

berdasarkan KHI perspektif gender.17 Adapun objek penelitian yang akan 

dilakukan peneliti ialah mengkaji tentang ketentuan masa tunggu suami terhadap 

idah sang bekas istri yang diatur melalui SE 2021 tersebut dan kemudian aturan 

tersebut ditinjau terkait metode istinbaṭ Hukum Islam perspektif Al-Żarῑʻah serta 

menganalisa kesesuaian antara muatan hukum dengan bentuk produk hukum. 

3) Penelitian Tesis berjudul “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah 

Faqihuddin Abdul Qadir” oleh Hamzanwadi membahas konsep idah bagi laki-

laki menurut perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir. Penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas 

masa tunggu laki-laki setelah perceraian dengan istrinya. Namun, perbedaannya 

terletak pada fokusnya: penelitian terdahulu lebih menekankan pada konsep idah 

laki-laki secara umum dalam konteks saling (mubadalah) menurut Faqihuddin 

Abdul Qadir, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

ketentuan masa tunggu bekas suami terhadap idah bekas istri menurut SE 2021, 

yang merupakan kebijakan yang diterapkan di masyarakat. Penelitian ini juga 

akan menganalisis ketentuan tersebut dari perspektif metode istinbaṭ Hukum 

Islam perspektif Al-Żarῑʻah dan mengevaluasi kesesuaian antara substansi 

hukum dan produk hukumnya.  

4) Penelitian Jurnal berjudul “‘Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian 

Filsafat Hukum Islam” oleh M. Nur Kholis al-Amin membahas ketentuan masa 

idah untuk suami setelah istrinya meninggal dunia. Penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu membahas masa tunggu 

                                                           
17 Nuzulia Febri Hidayati, “Tinjauan Gender Terhadap Konstruksi ‘Iddah dan Ihdad dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI)”, Tesis, (Yogyakarta: Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018) 
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bagi suami. Namun, perbedaannya terletak pada fokus: penelitian sebelumnya 

lebih menekankan pada ketentuan idah untuk suami yang ditinggal mati istrinya 

dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang menyoroti nilai-nilai moral dan 

etis masyarakat. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan 

pada ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri menurut Surat Edaran 

2021, dalam konteks perceraian hidup. Penelitian ini juga akan menggunakan 

metode istinbaṭ Hukum Islam dari perspektif Al-Żarῑʻah dan mengevaluasi 

kesesuaian antara substansi hukum dan produk hukum yang ada. 

Penelitian ini meskipun terdapat kesamaan dan titik temu antara penelitian 

sebelumnya dan yang akan dilakukan, hal ini justru memperkuat motivasi untuk 

mengeksplorasi lebih dalam mengenai hukum yang mengatur pria bekas suami yang 

menikahi wanita lain sementara masa idah bekas istrinya belum selesai, sesuai 

dengan aturan dalam SE 2021, dari sudut pandang Al-Żarῑʻah. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang 

hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dan diharapkan 

dapat memperjelas aturan mengenai situasi ini. 

 

F. Kerangka Teori 

Idah menurut Sayyid Sabiq berasal dari kata  َد  لعَ ا  (al-ʻadd) mempunyai arti 

hari-hari,  dan dapat pula berasal dari kata    ِاءُ صَ حْ ال    (al-iḥṣā’)  bermakna masa haid 

yang dihitung oleh perempuan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu masa di 

mana seorang perempuan menunggu, dan tidak diperbolehkan bagi wanita itu 

menikah setelah kematian atau bercerai dengan suaminya. 18 

                                                           
18 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672. 
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Adapun di Indonesia menyamakan istilah idah dengan masa tunggu, yaitu 

waktu yang berlaku bagi seorang istri yang putus perkawinannya untuk menunggu 

apakah suaminya akan merujuk atau tetap menceraikannya.19 Idah secara istilah ialah 

waktu bagi wanita tunggu yang berpisah baik karena ditalak maupun bercerai mati 

dengan suami dan pada masa itu wanita tersebut tidak boleh menikah.20 Idah bekas 

istri yang telah ditalak suami ialah 3 kali quru’. Nas Q.S. Al-Baqarah /2:228.  

ارَْحَامِهِنَّ   فِيْ لِٰ ُ وَلَ يََِل  لََنَُّ انَْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ا ءٍۗ ثَةَ قُ رُوْ  تُ يَتََبََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَ لٰ وَالْمُطلََّقٰ 
وَلََنَُّ ا اِصْلََحًا ۗلِكَ اِنْ ارَاَدُويْ وَبُ عُوْلتَُ هُنَّ اَحَق  بِرَدِ هِنَّ فِْ ذٰ  خِرِۗ  وَالْيَ وْمِ الْٰ اِنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بِِلِٰ ِ 

 ۝ࣖ    عَزيِْ ز  حَكِيْم  الِٰ ُ وَ  وَللِر جَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة   ۗ  مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِِلْمَعْرُوْفِۖ 
Terjemahnya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 

(menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi 

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim 

mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. 

Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka 

dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka 

(para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami 

mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi 

Mahabijaksana.”21 
 

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) ialah ketentuan 

hukum berbentuk dokumen tertulis yang berisi norrna hukum dan bersifat mengikat 

secara umum atau luas serta ditetapkannnya peraturan tersebut dilakukan oleh 

pejabat atau lembaga negara yang diberi wewenang dan pembentukannya 

berdasarkan prosedur peraturan perundang-undangan.22 Tata peraturan perundang-

undangan di Indonesia pada pokoknya diatur secara lengkap melalui Undang-

                                                           
19 Pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia (KBBI Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah, diakses pada 12 Juli 2022 

pukul 12.40 WITA. 
21 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Wakaf dan Terjemahannya, …”, 36 
22 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah
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Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

(selanjutnya disebut UU Pembentukan Per-UU). 23  

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat istilah Al-Żarῑʻah berarti "jalan menuju 

sesuatu" atau "perantara," sering juga disebut waṣilah. Istilah ini merujuk pada 

metode atau cara yang mengarah pada tindakan tertentu, apakah itu tindakan yang 

diharamkan atau dianjurkan.24 Dengan demikian, hukum yang berkaitan dengan 

suatu perbuatan akan mengikuti aturan hukum yang berlaku untuk tindakan tersebut. 

Oleh karena itu, tindakan yang mengarah pada hal yang mubah dianggap mubah, 

tindakan yang mengarah pada hal yang haram dianggap haram, dan tindakan yang 

mengarah pada hal yang wajib dianggap wajib.25 

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat, Al-Żarῑʻah memiliki dua bentuk: 

pertama, sadd Al-Żarῑʻah, yang merujuk pada upaya menutup jalan atau perantara 

menuju tindakan yang dilarang, meskipun tindakan itu sendiri mungkin 

diperbolehkan jika tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan. Kedua, fatḥ Al-

Żarῑʻah, yang berarti membuka jalan atau media yang mengarah pada tindakan yang 

dianjurkan atau diwajibkan, yang berpotensi mendatangkan kebaikan dan manfaat 

jika dilaksanakan. Fatḥ Al-Żarῑʻah mengarah pada tindakan positif, sedangkan sadd 

Al-Żarῑʻah mencegah penggunaan perantara untuk tindakan yang dapat menimbulkan 

kerusakan. Kajian tentang Al-Żarῑʻah ini guna mengevaluasi ketentuan masa idah 

suami yang terdapat dalam SE 2021 dari perspektif Al-Żarῑʻah. 

 

                                                           
23 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 
24 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132 
25 Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma’shum, dkk. Terjemahan Kitab Ushul Fiqh: Prof 

Muhammad Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439. 
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Peneliti berdasarkan paparan tersebut diatas selanjutnya menggambarkan 

kerangka pemikiran peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 
 

Gambar 1. Kerangka pemikiran peneliti 

 

 

Solusi atas problematika kekosongan hukum dan saran terhadap
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri 

Hasil Penelitian

Pendekatan Analisis Yuridis Normatif

Ketentuan perundang-undangan Teori Al-Żarῑʻah 

Permasalahan pertama
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ditinjau 
dalam sistem tata perundang-undangan

Permasalahan kedua
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam ditinjau 

perspektif Hukum Islam

Das Sein

1. Kekosongan hukum yaitu apabila bekas suami menikah dengan perempuan lain ketika ia 
masih bisa merujuk bekas istri maka berpotensi poligami terselubung

2. Terbit Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri 

Das Sollen

1. Undang-Undang Perkawinan menganut sistem monogami terbuka
2. Perkawinan harus dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

3. Idah ialah untuk perempuan bekas istri yang ditalak raj'i oleh bekas suaminya

MASA TUNGGU SUAMI TERHADAP IDAH ISTRI 
(Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Al-Żarῑʻah)
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sebelum memulai penelitian, langkah pertama yang diambil oleh peneliti 

adalah menentukan jenis penelitian, yang merupakan dasar utama dan 

berpengaruh besar pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini 

termasuk dalam kategori penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya: 

penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris berfokus pada identifikasi hukum yang 

tidak tertulis atau menilai efektivitas hukum. Sebaliknya, penelitian hukum 

normatif mencakup studi mengenai asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika 

hukum, tingkat sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.26 

Jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti termasuk kategori penelitian 

hukum normatif atau dapat pula disebut penelitian normatif yuridis dimana 

penelitian kepustakaan diselenggarakan dengan menitikberatkan pada penelitian 

bahan-bahan kepustakaan hukum27, bahan penelitian mencakup tentang 

sistematika hukum dan sinkronisasi suatu ketentuan hukum terhadap ketentuan 

hukum lainnya. Metode pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang 

berlaku nantinya digunakan pada penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang 

memfokuskan pada hukum sebagai sebuah sistem norma. Penelitian ini mencakup 

studi tentang asas-asas hukum, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, 

                                                           
26 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 51 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), 13 
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putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.28 Maka dalam penelitian ini, 

sesuatu yang dijadikan peneliti objek penelitian ialah SE 2021. Sifat penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif di mana penelitian ini mendeskripsikan isi ketentuan 

dan juga mengkaji ketentuan tersebut khususnya mengenai masa tunggu bagi laki-

laki kemudian menganalisanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan 

Hukum Islam perspektif Al-Żarῑʻah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian hukum normatif bertujuan guna sebagai sebuah 

pijakan sudut pandang serta kerangka berpikir bagi peneliti dalam membuat 

analisa.29 Pendekatan penelitian hukum normatif mengacu pada peraturan-

peraturan yang berlaku. Maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan analitis (analitycal approach), yang mana metodenya ialah dengan 

cara mencari makna terhadap istilah-istilah hukum yang terkandung dalam per-

UU dan juga Hukum Islam.30  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis penelitian yang diselenggarakan peneliti yang masuk 

kategori penelitian hukum normatif yang mengacu pada per-UU yang berlaku, 

maka teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi pustaka (library 

research), seluruh data penelitian dihasilkan melalui penelurusan dan peninjauan 

literatur buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, ataupun suatu catatan yang dinilai 

memiliki hubungan dan mendukung pemecahan masalah.31  

                                                           
28Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 34.  
29 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme,…, 184 
30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme,…, 187 
31 Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 28. 
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Sumber data merujuk pada objek atau subjek dari mana data diperoleh. 

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Dalam konteks penelitian yuridis normatif ini, sumber data sering 

disebut sebagai bahan hukum. Sumber data primer dianggap sebagai sumber yang 

memiliki otoritas. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, risalah pembuatan 

undang-undang, catatan resmi, atau keputusan hakim.32 Adapun sumber data 

primer penelitian ini, yaitu:  

i. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 

iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022. 

v. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

vi. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 

Hukum Islam.  

vii. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Agama. 

                                                           
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013), 181  
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viii. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 

P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa ʻIddah Istri 

ix. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Bahan hukum sekunder merupakan karya hukum yang terpublikasi, namun 

bukan berbentuk dokumen-dokumen resmi, seperti buku, karya ilmiah berupa 

jurnal hukum, maupun abstraksi terhadap putusan pengadilan.33 Pada penelitian 

ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang 

Hukum Perkawinan, idah, Fiqh Munakahat, dan ushul Fiqh tentang metode 

(istinbaṭ) Hukum Islam Al-Żarῑʻah, serta komentar atas ketentuan masa tunggu 

suami terhadap ʻIddah istri tersebut. 

5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

a. Triangulasi data 

Dalam karyanya, Norman K. Denkin menjelaskan bahwa triangulasi adalah 

metode yang menggabungkan berbagai pendekatan untuk mempelajari 

fenomena yang saling terkait dari perspektif atau sudut pandang yang 

berbeda.34 Konsep triangulasi Denkin ini masih digunakan oleh peneliti 

kualitatif di berbagai bidang hingga saat ini. Ia menyebutkan empat jenis 

triangulasi: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian 

dilakukan oleh tim), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. 

b. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan maksudnya ialah peneliti berupaya mencari interpretasi 

melalui segala macam cara atau metode dengan mengaitkan terhadap proses 

                                                           
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian …, 181  
34 Mudjia Rahadjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, https://www.uin-

malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html, diakses pada tanggal 15 Desember 

2020 pukul 01.00 WITA 

https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
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analisis yang konstan atau tentative secara konsisten.35 Peneliti akan 

melakukan pengamatan secara tekun dan teliti serta berkesinambungan 

mengenai faktor-faktor yang menonjol. Selanjutnya ia melakukan telaah 

hingga mencapai titik tertentu di mana pada tahap pemeriksaan awal telah 

ditemukan salah satu atau seluruh faktor yang kemudian dilakukan telaah 

sehingga dapat dipahami. 

c. Pengecekan  sejawat  

Pengecekan sejawat melibatkan verifikasi dan perbandingan data penelitian 

melalui diskusi dengan rekan-rekan seprofesi, dengan tujuan agar mereka dapat 

memberikan saran, kritik, atau umpan balik mengenai data yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa tidak ada 

metode atau rumus yang baku untuk melakukan diskusi tersebut. Beliau juga 

menekankan pentingnya peneliti untuk memperhatikan beberapa hal guna 

menjaga kelancaran diskusi dengan rekan sejawat atau seprofesi, diantaranya 

yaitu:36 

1) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang berpengetahuan dan 

berpengalaman dalam bidang yang akan didiskusikan. 

2) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang usianya tidak terlalu muda 

dan juga tidak terlalu jauh lebih tua. 

3) Memilih Teman Sejawat atau Se-profesi yang bukan dari orang yang 

mempunyai kewenangan, kekuasaan, atau orang yang disegani. 

 

 

                                                           
35 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 324 
36 Lexy J Moleong, Metodologi …, 180 
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6. Pengolahan dan Analisa Data 

Tahap-tahap dalam pengelohan data yaitu: 37  

a. Pemeriksaan data (editing), diproses melalui pemeriksaan data yang telah 

peneliti susun sehingga bisa memperbaiki sistematika penulisan atau 

mengurangi kesalahan dalam penyajian data penelitian ini.  

b. Klasifikasi (classifying), yaitu suatu proses penyeleksian data terkumpul oleh 

peneliti kedalam sub-sub bab yang selanjutnya akan diteliti oleh peneliti, 

sehingga tercipta kesesuaian antara tema dengan sistematika penulisan serta 

data yang tersaji telah seirama atau selaras dengan tema penelitian ini yang 

merupakan penelitian analisis hukum normatif. 

c. Verifikasi (verifiying), hampir memiliki kesamaan dengan tahap kualifikasi. 

Tahap verifikasi merupakan proses penyeleksiannya digunakan untuk 

menyeleksi data tersebut apakah telah sesuai tema penelitian atau tidak. Data 

penelitian yang telah diklasifikasi kemudian diverifikasi sehingga data yang 

tersaji memang benar selaras dan juga sesuai dengan pokok bahasan dalam 

penelitian ini. 

d. Analisis (analyzing), setelah data terkumpul dan disusun mengikuti sistematika 

penulisan, langkah berikutnya adalah menganalisis data untuk menyelesaikan 

masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif yuridis, dimulai dengan mengkaji bahan hukum dan objek penelitian, 

yaitu SE 2021, berdasarkan teori yang relevan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis ini dikaitkan dengan aspek 

                                                           
37 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Press, 2013), 29. 
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Hukum Islam, yaitu dengan menilai ketentuan tersebut dari perspektif metode 

istinbaṭ Hukum Islam menurut Al-Żarῑʻah. 

e. Pembuatan kesimpulan (concluding). Apabila seluruh data telah disajikan dan 

pelaksanaan Analisa berdasarkan perspektif yang ditentukan telah selesai, 

langkah lanjutan ialah membuat simpulan seluruh data yang telah tersaji 

kedalam suatu kesimpulan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas serta 

sarat makna. 

 

H. Definisi Istilah 

Peneliti perlu menentukan beberapa definisi istilah atau konsep yang perlu 

didefinisikan untuk mencari titik pandang atau persepsi yang sama antara peneliti 

dengan pembaca dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Idah adalah waktu tunggu yang berlaku bagi sang istri yang perkawinannya 

putus. 

b. Masa tunggu yang dimaksud dalam penelitian ini lebih mengarah kepada waktu 

tunggu bagi laki-laki bekas suami terhadap idah perempuan bekas istri hingga 

selesai. Namun peneliti tidak memungkiri bahwa pada penelitian ini peneliti juga 

menggunakan redaksi masa tunggu dalam memberikan definisi idah yang harus 

dilalui perempuan, akan tetapi maksud peneliti ialah redaksi masa tunggu lebih 

mengarah dan lebih banyak digunakan peneliti untuk laki-laki bekas suami. 

c. Al-Żarῑʻah ialah suatu metode penggalian atau perumusan (istinbaṭ) Hukum 

Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan perantara (waşîlah) 

yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran (maqāṣid) yang 

terlarang atau ternyata dianjurkan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM IDAH 

A. Pengertian Idah 

Idah berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu kata  ُة  yang (al-iddah) الَعِدَّ

berasal dari kata verba  ُُعَدّا –ُ ُيَ ع دُ  –ُ  memiliki arti (adda–ya`uddu–`addan`) عَدَُّ

menghitung sesuatu, atau dapat pula itu memiliki arti   ُاَُلعَُدَُد (al-`adadu) yaitu ukuran 

 

atau takaran dari sesuatu yang dapat  dihitung jumlahnya.1  

 

Idah menurut Sayyid Sabiq ialah berasal dari kata  ُالَعَد (al-ʻadd) yang 

memiliki  arti  hari-hari, dan  dapat  pula  berasal  dari  kata   ُالِإحْصَاء  (al-iḥṣā’) yang 

 

berarti masa haid yang dihitung oleh perempuan. 2  al-Juzairi juga memiliki pendapat 

  

yang selaras bahwa idah secara bahasa berasal dari kata ُ  adadu) yang`عَدَد 

merupakan bentuk masdar sima’i dengan kata  ُإِحْصَاء (al-iḥṣā’) yang berarti 

menghitung, bentuk masdar qiyasnya adalah ُ عَد (ʻadd).3  

 

Idah secara istilah menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah 

adalah:4 

هَاُالَْمَرْأةَ ،ُوَُتََتَْنِع ُعَنُِالتَ زْوِيْجِ،ُبَ عْدَُوَفاَةُِزَوْجِهَا،ُ)الَعِدَّة (ُهِيَُاِسْمٌُللِّْمُ  ُفِي ْ تَظِر  ةُِالَّتُِِتَ ن ْ دَّ
ُأَوُْفِراَقِهُِلََاَ

Terjemahnya: “Idah ialah suatu istilah terkait masa di mana seorang 

perempuan pada masa tersebut menunggu, dan tidak 

dibolehkan perempuan tersebut untuk menikah, setelah wafat 

                                                           
1 Imam Ibn Manzur, Lisan al-Arab, 

http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3, diakses pada 09 Mei 2024 

pukul 15.00 WIB 
2 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 672. 
3 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5, (Jakarta Timur: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001. 
4 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, …, 672. 

http://arabiclexicon.hawramani.com/%d8%b9%d8%af%d8%af/?book=3
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suaminya, atau pasca perpisahannya (bercerai) dengan 

suami.”5 

 

Menurut al-Jauzari, istilah "idah" umumnya digunakan untuk merujuk pada 

periode haid perempuan atau hari-hari suci.6 Namun, dalam istilah syar’i, idah 

memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian bahasa. Secara 

syar’i, idah adalah masa tunggu bagi seorang wanita yang tidak hanya bergantung 

pada periode haid atau suci, tetapi juga dapat didasarkan pada bulan tertentu atau 

tanda lain seperti melahirkan. Selama masa ini, wanita tersebut dilarang untuk 

menikah dengan pria lain.7 

Adapun idah secara istilah menurut Wahbah Zuhaili ialah: 

ُهِيَُ ُالشَُهَُدَُدَُحَُُةٌُدَُّمُ ُ)الَعِدَّة ( رْأةَُُِعُِارُِا
َ
ُعَلَىُالم ُالفِرْقَةِ،ُيََِب  ُبُِيهَُفُُِرُ اظَُتُُِالِإنُْبَ عْدَ ُونُِدُ ا

ُُيَُضُِقُْت َُن ُُْت َُتَُّّحَُُاجُِوَزَُُ
َ
 .ةُِدَُّالم

Terjemahnya: “Idah yaitu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah setelah 

terjadi pisah, si istri wajib menjalani masa tersebut dengan 

tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa idahnya.” 

 

Istilah al-iddah bila diterapkan pada konteks perempuan, ia merujuk pada 

periode hari-hari suci, haid, atau masa di mana wanita tidak diperbolehkan memakai 

perhiasan. Periode ini dapat didasarkan pada hitungan bulan, fase suci, haid, atau 

melahirkan.8 Quraish Shihab juga berpendapat bahwa idah adalah masa tunggu yang 

diwajibkan bagi seorang istri yang berpisah dari suaminya karena kematian atau 

perceraian.9 

                                                           
5 Sayyid Sabiq, Khairul Amru Harahap, dkk., Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4, Cet. 1, (Jakarta: 

Cakrawala Publishing, 2008), 118. 
6 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5, (Jakarta Timur: 

Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1001. 
7 Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 

2009), 75. 
8 Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, …, 74-75. 
9 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 291. 
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Istilah idah di Indonesia disamakan dengan waktu tunggu, yaitu waktu tunggu 

(tidak dapat menikah) bagi perempuan yang pisah dengan suami, baik karena dijatuhi 

talak ataupun cerai mati.10 Penulis berpendapat definisi inilah yang lebih mudah 

untuk dipahami bahwa pada pokoknya idah merupakan waktu tunggu yang berlaku 

bagi sang istri yang perkawinannya putus.11  

 

B. Dasar Hukum Idah 

Idah diperintahkan Allah Swt. untuk dijalankan bagi umat Islam khususnya 

perempuan. Dalil tentang pensyariatan idah bagi perempuan diantaranya turun 

melalui Nas Q.S. Al- Ṭalāq /65:1.  

ُالنِّسَاُ يَُٰٓ ُطلََّقْت م  ُاِذَا ُالنَّبِ  ي  هَا
ةَُ  ُالْعِدَّ ُوَاَحْص وا ُلعِِدَّتِِِنَّ ُفَطلَِّق وْه نَّ ُاللَُُّٰءَ ُُرَبَّك مُْ وَات َّق وا لََُُ

ُمُِ تُ ْرجِ وْه نَّ
ُاِلََُُّٓنُْ  ُيََْر جْنَ ُوَلََ ُم بَ يِّنَةٍُ ُب  ي  وْتِِِنَّ ُبِفَاحِشَةٍ تِْيَْْ ُيََّّ ُاللُُِّٰانَْ ُح د وْد  وَمَنُُْ وَتلِْكَ

ُبَ عْدَُذُٰلََُتَدْريُِْلَعَلَُّاللَُُُّٰ ۥُفَ قَدُْظلََمَُنَ فْسَهُ ي َّتَ عَدَُّح د وْدَُاللُِّٰ  ۝ُلِكَُامَْر اُيُ ْدِث 
Terjemahnya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah 

itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah 

kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah 

(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan 

keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar 

hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi 

setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”12  

 

Allah Swt. juga memberikan pedoman tentang idah melalui firman-Nya 

pada Q.S. Al-Baqarah /2:228 sebagaimana telah disampaikan peneliti pada latar 

                                                           
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Republik Indonesia (KBBI Online), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah, diakses pada 12 Juli 2022 

pukul 12.40 WITA. 
11 Pasal 153 angka 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) di Indonesia. 
12 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 

2019, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), 

823. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idah
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belakang. 13 Berdasarkan nas tersebut menerangkan bahwa Idah bekas istri yang 

mana telah ditalak oleh suami ialah 3 kali qurū’. Rasulullah Saw. menjelaskan 

mengenai idah sebagaimana hadits diriwayatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari 

Nomor 5251 yang berbunyi sebagai berikut: 

ُإِسْْاَعِيلُ  ثَ نَا ُ ُحَدَّ ُع مَرَ ُبْنِ ُاللَِّ ُعَبْدِ ُعَنْ ُنََفِعٍ، ُعَنْ ُمَالِكٌ، ثَنِِ ُحَدَّ ُقاَلَ ، ُاللَِّ ُعَبْدِ ُبْن 
ُصَلَّىُالله ُعَلَيْهُِرَُ ُاللَِّ ُرَس ولِ ُحَائِضٌُعَلَىُعَهْدِ ُامْرأَتََه ُوَهِىَ ُأنََّه ُطلََّقَ  ُ ضِىَُالله ُعَن ْه مَا

ُالَْْطَّابُِ ُبْن  ُصَلَّىُالله ُعَلَيْهُِوَسَلَّمُعَنُْذُٰوَسَلَّمُفَسَأَلَُع مَر  ُُرَس ولَُاللَِّ لِكَُفَ قَالَُرَس ول 
عَلَيْهُِوَسَلَّم ُصَلَّىُاللهُ  تَطْه رَ،ُُاللَِّ تََِيضَ،ُثُ َُّ ُتَطْه رَُثُ َُّ ليِ مْسِكْهَاُحَتَّّ اَجِعْهَا،ُثُ َُّ "م رْه ُفَ لْيُ 

إِنُْشَاءَُأمَْسَكَُبَ عْد ُوَإِنُْشَاءَُ أَنُْت طلََّقَُثُ َُّ ،ُفَتِلْكَُالْعِدَّة ُالَّتُِِأمََرَُاللَُّ  طلََّقَُقَ بْلَُأَنُْيَََسَّ

14ُ"لََاَُالنِّسَاءُ 
 

Terjemahnya: Telah menyampaikan kepada kami Ismail bin Abdillah berkata: 

Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Nafi’: Dari Abdillah 

bin Umar Ra. bahwasanya ia menceraikan istrinya dikala 

sedang haid pada masa Rasulullah Saw., lalu Umar bin Khattab 

bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentangnya. Maka Rasulullah 

Saw. bersabda: “Perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia 

merujuknya kemudian mengekangnya sampai suci, kemudian 

haid kemudian suci. Jika ia bermaksud memegangi maka setelah 

itu dan jika ia mau, maka ia menceraikan sebelum menyentuh. 

Itulah idah yang diperintahkan Allah di mana perempuan itu 

diceraikan.15 

 

Adapun untuk istri-istri yang sedang hamil kemudian diceraikan oleh 

suaminya, masa idahnya ialah sampai ia melahirkan sebagaimana Nas Q.S. Al-Ṭalāq 

/65:4 berikut:  

ُ
 
ُيىَُ   ُِوَالّٰ ُنِّسَاُ يْ ُمِنْ ُالْمَحِيْضِ ُمِنَ ُثَ لُٰىُ سْنَ ُفَعِدَّتِ  نَّ ت مْ ُارْتَ ب ْ ُاِنِ ُاَشْه رٍُ ك مْ ُُثةَ 

 
ُيَُِضْنَُ   ُِوَّالّٰ ُلََْ ُيْ

ُالََْحْْاَلُِاَجَل ه نَُّوَا ولُٰ ت 
 ُ
 ۝ ي سْر اُۦمِنُْامَْرهُُِِۥُيََْعَلُْلَّهُ وَمَنُْي َّتَّقُِاللَُُّٰانَُْيَّضَعْنَُحَْْلَه نَّ

 

                                                           
13 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …, 48. 
14 Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 

2002), 1338. 
15 Achmad Sunarto dkk., Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991), 164. 
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Terjemahnya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi 

(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu 

(tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu 

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). 

Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka 

adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan 

baginya dalam urusannya.16  

 

Nas diatas menerangkan bahwa apabila ditalak istri-istri yang telah tidak 

mengalami haid lagi (menopause) yang disebabkan usianya telah menua, maka lama 

masa idahnya ialah 3 (tiga) bulan, untuk bentuk penggantian ketentuan 3 (tiga) quru’ 

untuk perempuan yang masih dapat memiliki (mengalami) haid. Begitu pula apabila 

istri-istri yang masih belum cukup umurnya atau yang belum baligh ditalak sehingga 

belum mengalami haid, maka lama masa idahnya juga tiga bulan sama seperti idah 

para perempuan-perempuan yang mengalami haid.17 

Adapun apabila ditalak istri-istri hamil, maka lama masa idahnya ialah 

sampai kandungannya lahir, sehingga idah mereka selesai ketika terjadinya 

kelahiran, sekalipun kelahiran anaknya tersebut terjadi sesaat setelah jatuhnya talak 

atau setelah suami meninggal sebagaimana pendapat sebagian besar ahli fikih.18 Hal 

tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah Saw. Sebagaimana yang diriwayatkan 

dalam kitab Imam Al-Bukhari Nomor 4906 yang berbunyi sebagai berikut: 

عَةُ  ُلََاَُس بَ ي ْ ُامْرأَةَ ُمِنُْأَسْلَمَُي  قَال  عَلَيْهُِوَسَلَّمَُأَنَّ ُصَلَّىُاللَُّ  ُسَلَمَةَُزَوْجُِالنَّبِِّ كَُانَتُْعَنُْأ مِّ
هَاُوَهُِ َُعَن ْ ُبَ عْكَكٍُفَأبََتُْأَنُْتَ نْكِحَه ُتََْتَُزَوْجِهَاُت  و فِّّ يَُح ب ْلَىُفَخَطبََ هَاُأبَ وُالسَّنَابِلُِبْن 

ُعَشْرُِ ُمِنْ ُفَمَك ثَتُْقَريِب ا ُالَْْجَلَيِْْ ُتَ عْتَدِّيُآخِرَ ُحَتَّّ ُتَ نْكِحِيهِ ُأَنْ ُيَصْل ح  ُمَا ُوَاللَِّ فَ قَالَ
عَلَيْهُِ جَاءَتُْالنَّبَُِّصَلَّىُاللَُّ   وَسَلَّمَُفَ قَالَُانْكِحِيُليََالٍُثُ َُّ

 

                                                           
16 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 824. 
17 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14, (Jakarta: 

Gema Insani, 2018), 654-655 
18 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 14 …, 655. 
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Terjemahnya: Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bahwasanya seorang perempuan dari Aslam bernama Subai’ah 

ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu 

Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah 

dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh 

menikah dengannya hingga menjalani masa idah yang paling 

panjang dari dua masa idah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia 

mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Menikahlah!” [HR al-

Bukhâri no. 4906].19 

 

Adapun istri-istri ditinggal oleh suaminya meninggal dunia maka masa 

idahnya berbeda atau biasa disebut masa berkabung atau iḥdād. Lama masa iḥdād 

dijelaskan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah /2:234 berikut:  

ُارَْبَ عَةَُاَشُْ اُيَّتََبََّصْنَُبِِنَْ ف سِهِنَّ فاَِذَاُبَ لَغْنَُُه رٍُوَّعَشْر اُ وَالَّذِيْنَُي  تَ وَف َّوْنَُمِنْك مُْوَيَذَر وْنَُازَْوَاج 
ُبِِلْمَعْر وْفِ ُُاَجَلَه نَُّفَلََُج نَاحَُعَلَيْك مُْفِيْمَاُفَ عَلْنَُفُّْٓ ُ ُانَْ ف سِهِنَّ  ۝ ُبِاَُتَ عْمَل وْنَُخَبِيٌُُْوَاللّٰ

 

Terjemahnya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-

istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) 

empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai 

(akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai 

apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara 

yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.20 

 

Adapun untuk istri-istri yang belum sempat dikumpuli atau suami tidak 

sempat menggauli istrinya, maka hal tersebut dijelaskan sebagaimana Allah Swt. 

berfirman dalam Q.S. Al-Aḥzāb /33:49 berikut: 21 

ُاُٰيَُٰٓ ُالَّذِيْنَ ُالْم ؤْمِنُٰمَن  وُْٓي  هَا ُنَكَحْت م  ُاِذَا ُقَ بْلُِا ُمِنْ ُلَك مُُْتُِثُ َُّطلََّقْت م وْه نَّ ُفَمَا ُتََسَ وْه نَّ انَْ وْنََاَُ  ةٍُتَ عْتَد  يْلَ ُُعَلَيْهِنَُّمِنُْعِدَّ  ۝ فَمَتِّع وْه نَُّوَسَرّحِ وْه نَُّسَراَح اُجََِ
Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah 

atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah 

                                                           
19 Achmad Sunarto dkk., Tarjamah Shahih Bukhari Juz 7, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1991), 168. 
20 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 50-51. 
21 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 611. 
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mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan 

cara yang sebaik-baiknya.22 

 

 

C. Pandangan (Ḥujjah) Ulama tentang Makna Qurū’ 

Qurū’ memiliki pengertian yang sama yaitu suci dan haid. Para ulama 

memiliki perbedaan pendapat. Penulis dalam hal ini memberikan paparan terlebih 

dahulu menurut pendapat 4 (empat) imam mazhab, yaitu: 

1. Mazhab Maliki 

Pendapat mazhab Maliki yang populer tentang makna qurū’ ialah suci 

dari haid. Bila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya pada sesaat di akhir 

masa suci kemudian istrinya tersebut mendapatkan haid pasca sang suami 

menjatuhkan talak tersebut, maka masa suci itu masuk hitungan sebagai satu 

masa suci penuh. Jika sang istri mengalami lagi haid dan kemudian mendapati 

dirinya suci, masa tersebut dihitung sebagai keadaan suci yang kedua. Ketika 

sang istri mengalami haid kembali lalu mendapati dirinya suci, ini dihitung 

sebagai keadaan suci yang ketiga sehingga masa idahnya telah selesai seiring 

berakhirnya waktu suci ketiga tersebut ketika mulai mendapati haid yang 

keempat.23 

Sebagian ulama mazhab maliki lain berpendapat bahwa makna qurū’ 

ialah haid, sebagaimana pendapat Imam Hanafi dan Hambali (yang akan 

dijelaskan pula oleh penulis di bawah ini). Sebagian fuqaha menguatkan 

pendapat pertama bahwa secara majasi qurū’ berarti haid dan arti hakikinya 

                                                           
22 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 611. 
23 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1048-1049. 
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ialah suci. Apabila makna hakiki dapat diterapkan, maka makna majasi tidak 

boleh digunakan.24 

2. Mazhab Hanafi  

Para fuqaha mazhab Hanafi tidak ada perbedaan pendapat yang 

kesemuanya memaknai kata qurū’ ialah haid. Alasan yang menjadikan mereka 

mengartikan qurū’ ialah haid ialah karena bila seorang perempuan mengalami 

haid maka dapat diketahui rahimnya terbebas dari janin atau pembuahan sel 

telur. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri ketika ia belum mengalami 

haid, kemudian sang istri mengalami haid, maka haid tersebut terhitung sebagai 

satu keadaan haid. Adapun jika sesaat sebelum dijatuhi talak sang istri 

mendapati dirinya haid terlebih dahulu, maka haid tersebut tidak dihitung 

sebagai satu masa haid.25  

Haid yang mengakhiri masa idah ialah haid dengan keluar darah dari 

rahim peranakan namun juga memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:26 

a. Jika darah haid keluar dari seorang perempuan berumur 9 (sembilan) tahun 

hingga umur 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana pendapat yang 

utama. Jika telah melihat darah bagi seorang perempuan berumur kurang 

dari 9 (sembilan) tahun, maka darah tersebut bukan darah haid, begitu pula 

untuk perempuan yang berumur lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun. 

b. Jika darah haid keluar menuju kemaluan bagian luar; 

c. Warna darah haid termasuk salah satu dari 6 (enam) corak warna darah 

haid, yaitu: merah, kuning, hijau, keruh, kelabu, atau hitam; 

                                                           
24 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1049. 
25 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1053. 
26 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1053-1054. 
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d. Keluar selama tiga hari tiga malam. Jika darah hanya keluar selama kurang 

dari tiga hari tiga malam, maka darah tersebut bukanlah dihukumi sebagai 

darah haid. Masa haid menurut mazhab Hanafi memiliki batas maksimal 

sekitar sepuluh hari sepuluh malam. 

e. Masa haid didahului oleh waktu masa suci dengan batas minimal yaitu 

selama lima belas hari. Jika seorang wanita mendapati pada kemaluannya 

terdapat darah selama tiga hari lalu wanita tersebut mengalami suci selama 

empat belas hari, lalu perempuan tersebut menemukan pada kemaluannya 

darah lagi, dengan demikian darah tersebut meski berlangsung selama tiga 

hari lebih tidak dapat dihukumi darah haid. 

f. Rahim tanpa janinnya. Jika seorang perempuan hamil menemukan pada 

kemaluannya darah, darah tersebut bukan dihukumi darah haid. 

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa darah yang dilihat anak 

perempuan kecil atau perempuan hamil bukan dihukumi sebagai darah 

haid, akan tetapi dihukumi sebagai darah istiḥāḍah (darah karena sakit).  

3. Mazhab Syafi’i  

Berdasarkan kesepakatan fuqaha mazhab Syafi’i mengenai apa yang 

dimaksud kata qurū’ mengandung arti suci. Masa idah seorang perempuan 

merdeka ialah 3 (tiga) kali suci. Apabila suami mengucapkan talak kepada sang 

istri dalam masa sucinya maka talak jatuh dan saat itu terhitung menjadi satu 

keadaan suci penuh walaupun waktunya hanya sesaat sisanya. Masa idah 

berakhir ketika perempuan telah melewati dua periode haid dengan kondisi 

suci di antara periode tersebut. Misalnya, jika perempuan tersebut mengalami 

haid ketiga setelah masa suci pertama saat dia dijatuhi talak, dan kemudian 
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mengalami periode suci lagi sebelum mengalami haid yang kedua, maka masa 

suci yang dihitung sebagai periode kedua adalah yang berada di antara dua 

haid. Masa suci dianggap sah jika berlangsung selama minimal 15 (lima belas) 

hari dan terletak di antara dua periode haid seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya. 27 

4. Mazhab Hambali 

Berdasarkan kesepakatan ulama mazhab Hambali bahwa yang 

dimaksud qurū’ ialah suci. Dalil mereka ialah bahwa pengertian ini telah 

dinukil oleh para sahabat, seperti; Umar, Ali, Ibnu Abbas, Abu Bakar, Utsman, 

Abu Musa, Ubadah, Abu Darda', dan lainnya. 28 

Haid dihitung sah pada masa idah apabila darah yang keluar dari dalam 

rahim, bukan yang disebabkan suatu sebab melahirkan ataupun penyakit, dan 

perempuan dapat mengalami pada saat tertentu. Haid dianggap sah jika 

memenuhi hal-hal berikut: 

a. Warna darah haid, yaitu; merah, kuning, dan keruh. 

b. Berlangsung selama minimal sehari semalam, ini merupakan batasan 

minimal waktu mengalami haid. Jika darah haid telah berhenti keluar 

kurang dari rentang waktu tersebut, berarti darah tersebut bukan darah 

haid, tetapi termasuk darah dari penyakit. Rentang waktu haid memiliki 

batas maksimal selama 15 (lima belas) hari. 

c. Waktu suci terpisahkan antara dua haid, yaitu selama 13 (tiga belas) hari. 

                                                           
27 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1056-1058. 
28 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1060. 
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d. Perempuan yang mengalami minimal berumur 9 (Sembilan) tahun. Jika 

umur sang perempuan kurang dari itu namun ia telah mendapati darah, 

dengan demikian terhadap darah itu tidak dihukumi sebagai darah haid. 

e. Bukan perempuan monopause, yaitu perempuan berumur 50 (lima puluh) 

tahun. Perempuan seperti ini melalui idah dengan hitungan bulan dan 

darah yang ia lihat setelah itu tidak memiliki arti. Para ulama mazhab 

Hambali berpendapat bila perempuan mengandung janin kemudian 

melihat adanya darah pada dirinya, maka darah tersebut dihukumi darah 

penyakit sehingga tidak menghalangi sang perempuan untuk menunaikan 

kewajiban ibadah shalat, puasa, atau bahkan hubungan biologis suami istri 

ketika diperlukan. Adapun bila tidak diperlukan maka tidak boleh 

disetubuhi. Apabila perempuan mengandung janin mendapati darah dari 

kemaluannya lalu ternyata darah tersebut berhenti keluar, maka perempuan 

tersebut dianjurkan untuk mandi.  

Bagi perempuan yang merdeka dan mengalami haid, masa idahnya 

dianggap selesai setelah melewati tiga siklus haid secara penuh, meskipun dia 

hanya mengalami haid sekali. Jika talak dijatuhkan saat perempuan sedang 

haid, periode haid tersebut tidak dihitung sebagai satu siklus idah. Namun, jika 

talak diberikan sebelum perempuan mengalami haid, bahkan jika hanya 

sebentar, periode haid yang berikutnya dihitung sebagai satu masa haid dalam 

masa idahnya, menurut pandangan mazhab Hanafi.29 

Penulis dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari 

Nomor 5251 sebagaimana telah dinukil penulis sebelumnya, mengambil pendapat 

                                                           
29 Abdurrahman Al-Juzairi, Qolbi Djabir, dkk., Terjemahan Fiqh Empat Madzhab Jilid 5 …, 1060-1061. 
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bahwa talak sunni tidak dapat jatuh kecuali ada waktu keadaan suci yang belum 

dikumpuli, dan pada pokoknya idah adalah masa suci.30 Ijma’ ulama di Indonesia 

juga berpendapat bahwa yang dimaksud qurū’ ialah suci.31  

 

D. Macam dan Rentang Waktu Idah 

Penulis dengan berlandaskan nas-nas sebagaimana telah dipaparkan pada 

bagian dasar hukum idah dan pendapat Wahbah Zuhaili, maka macam idah dapat 

dikategorikan sebagai berikut:32 

1. Idah al- aqrā’, rentang waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) kali qurū’ (suci), 

memiliki sebab-sebab utama yaitu: 

a. Perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang sah dan setelah terjalin 

hubungan badan (ba’da al-dukhūl) memerlukan masa idah. Namun, jika 

perceraian terjadi sebelum hubungan badan berlangsung (qabla al-dukhūl), 

maka perempuan tersebut tidak diwajibkan menjalani masa idah. 

b. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid berdasarkan putusan hakim atau 

dengan meninggalkan, dengan syarat telah terjadi percampuan antara suami 

istri (ba’da al-dukhūl) seperti halnya pendapat dari Mazhab Maliki; 

c. Persetubuhan syubhat seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan 

ketidaksengajaan atau kekeliruan, hal tersebut sebagai upaya kewaspadaan; 

2. Idah dengan hitungan bulan, memiliki sebab-sebab utama yaitu: 

a. Perceraian atau perpisahan terhadap istri-istri tidak haid karena belum 

dewasa atau telah menopause, waktu idahnya ialah selama 3 (tiga) bulan; 

                                                           
30 Ibnu Rusyd dan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Terjemahan Kitab Bidayatul Mujtahid Jilid 2, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 178. 
31 Pasal 153 angka (2) huruf (b) KHI 
32 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 14, 

(Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), 541-542. 
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b. Perpisahan terhadap istri-istri yang suaminya meninggal dunia, maka 

rentang waktu idahnya ialah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari; 

3. Idah wanita hamil, memiliki sebab-sebab utama yaitu: 

a. Perceraian antara suami dengan istri hamil atas perkawinan yang sah 

maupun perpisahan antara suami dengan istri hamil atas perkawinan fasid, 

maka maka rentang waktu idahnya ialah sampai istri melahirkan; 

b. Begitu pula perpisahan antara suami dengan istri yang berada pada masa 

kehamilan, maka idahnya ialah hingga anak yang dikandung lahir.  

Hukum Indonesia telah mengatur mengenai macam dan rentang waktu 

idah sebagai berikut:33 

1. Bagi perempuan yang perkawinannya terputus maka ia harus menjalani masa 

idah, kecuali belum pernah dikumpuli atau digauli dan perkawinannya terputus 

tidak disebabkan karena ditinggal wafat sang suami.  

2. Masa idah bagi wanita janda ketentuannya ialah sebagaimana berikut ini: 

a. Jika pernikahannya terputus karena wafat suaminya, walaupun belum 

pernah digauli, masa idahnya selama 130 (seratus tiga puluh) hari: 

b. Jika pernikahan terputus disebabkan cerai, masa idah untuk perempuan 

yang masih mengalami pada dirinya haid ialah 3 (tiga) kali suci dengan 

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan untuk wanita yang 

sudah tidak mengalami haid ialah selama 90 (sembilan puluh) hari pula; 

c. Jika suatu pernikahan putus disebabkan karena cerai, adapun janda cerai 

itu sedang hamil, masa idahnya ialah selama mengandung sampai anak 

yang dikandungnya lahir;  

                                                           
33 Pasal 39 PP Pelaksanaan UUP dan Pasal 153 KHI 
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d. Jika suatu perkawinan terputus karena sang suami wafat, adapun janda 

tersebut sedang mengandung janin sang suami tersebut, masa idahnya 

ialah selama mengandung sampai anak yang dikandungnya lahir.  

3. Tiada masa idah untuk perempuan yang terputus perkawinannya karena 

dimana wanita janda itu bersama pria bekas suaminya tidak pernah bercampur.  

4. Untuk perceraian dalam pernikahan yang sah, masa tunggu dihitung mulai dari 

hari putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan untuk pernikahan yang berakhir karena kematian suami, masa 

tunggu dimulai sejak hari kematian suami. 

5. Bagi wanita yang masih haid namun tidak mengalami haid selama masa idah 

karena menyusui, masa idahnya adalah tiga kali siklus haid. 

6. Jika wanita yang masih haid tidak mengalami haid selama masa idah karena 

alasan selain menyusui, maka masa idahnya adalah satu tahun. Namun, jika 

dalam periode tersebut ia mengalami haid lagi, maka masa idahnya dihitung 

sebagai tiga kali periode suci. 

 

E. Hak dan Kewajiban Perempuan yang Menjalani Idah 

Wanita yang sedang menjalankan masa idah menurut fikih islam memiliki 

beberapa kewajiban atau hukum yang harus dipedomani, diantaranya: 

1. Dilarang untuk melakukan lamaran 

Selama masa idah, seorang perempuan tidak diperbolehkan secara 

terbuka menerima atau mempertimbangkan pinangan dari pria lain, baik ia 

merupakan istri yang diceraikan (talak raj’i) atau istri yang ditinggal mati 

suaminya. Hal ini karena perempuan yang masih berada dalam masa idah 
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(terutama talak raj’i) masih dianggap terikat secara hukum dengan suaminya, 

sehingga tidak diizinkan untuk menerima pinangan dari pria lain. Hal yang 

sama berlaku bagi istri yang mengalami talak bā’in atau yang suaminya telah 

meninggal, mengingat adanya keterkaitan hukum yang masih berlangsung 

terkait status perkawinan mereka.34  

Perempuan yang sedang menjalankan masa idah karena telah dijatuhi 

talak juga tidak boleh secara sindiran melakukan atau menerima lamaran atau 

pinangan laki-laki selain daripada suaminya sendiri. Namun, bagi istri di mana 

suaminya meninggal dunia dapat dilamar atau dipinang dengan secara sindiran 

sebagaimana Nas Q.S. al-Baqarah /2:235. 35 

ت مُْمِنُْخِطْبَةُِالنِّسَاُ ُۦوَلََُج نَاحَُعَلَيْك مُْفِيْمَاُعَرَّضْت مُْبِهُِ ُ ُانَْ ف سِك مُْ ُفُُّْٓءُِاوَُْاكَْنَ ن ْ ُعَلِمَُاللّٰ
ُوَلُٰ ُسَتَذْك ر وْنََ نَّ ُاِلََُّٓانََّك مْ ُسِرًّا ُت  وَاعِد وْه نَّ ُُكِنُْلََّ ُمَّعْر وْف ا ُقَ وْلَ  ُتَ ق وْل وْا ُتَ عْزمِ وْاُُە ُانَْ وَلََ
ُ ُحَتّّٰ ُالنِّكَاحِ ُالْكِتُٰع قْدَةَ ل غَ ُاَجَلَهُ ُيَ ب ْ ُاللَُّٰوَاعْلَم وُُُْٓ ۥب  ُانََّ ُفُّْٓا ُمَا انَْ ف سِك مُُُْيَ عْلَم 

 ۝ࣖ   ُغَف وْرٌُحَلِيْمٌُاُانََُّاللَُّٰوَاعْلَم وُُْٓفاَحْذَر وْه ُ 

Terjemahnya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang 

perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu 

sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu 

akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu 

berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali 

sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). 

Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum 

berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui 

apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. 

Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyantun.36 
 

2. Dilarang untuk melakukan perkawinan 

Wanita yang menjalani idah terlarang baginya melakukan perkawinan 

dengan seorang pria lain selain dari suaminya, sebagaimana penjelasan Nas 

                                                           
34 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 557-558. 
35 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 51. 
36 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 51. 
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Q.S. al-Baqarah /2:235 yang telah dinukil penulis diatas. Bila sang perempuan 

menikah dengan laki-laki selain suaminya, maka perkawinan tersebut batal, 

karena ia terlarang untuk menikah lagi disebabkan suami terdahulu masih 

memiliki hak rujuk.37  

Pada hakikatnya hal tersebut dapat disamakan halnya jika perempuan 

melakukan perkawinan baru ketika dia masih terikat dalam ikatan perkawinan 

lama dengan suaminya terdahulu. Apabila perkawinan baru tersebut terjadi, 

maka ikatan perkawinan baru tersebut harus dibatalkan, dan antara suami istri 

yang terikat perkawinan kedua tersebut harus dipisahkan. 

Suami sebelumnya, atau suami yang pertama, diizinkan untuk kembali 

kepada istrinya yang telah ditalak dengan cara mengumpulkan atau 

menikahinya kembali selama istrinya masih menjalani masa idah. Ini sesuai 

dengan ketentuan dalam Surah Al-Baqarah (2:228) dan Surah Al-Ṭalāq (65:2), 

yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian latar belakang penelitian. 

Firman diatas menjelaskan bahwa apabila istri yang telah dicerai 

suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami 

tersebut dapat merujuk istrinya sehingga dapat kembali rukun melanjutkan 

perkawinan melalui metode terbaiknya dengan syarat perceraian tersebut 

bukanlah yang talak ketiga (talak bā’in kubrā). Suami istri yang telah rujuk 

tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.38  

Adapun bila sang suami telah berketetapan hati untuk menceraikan 

istrinya tersebut dan telah berpikir dengan matang dan saksama mengenai 

segala konsekuensinya, maka istri tersebut dapat dicerai dengan perlakuan 

                                                           
37 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 558. 
38 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 14, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 295. 
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yang baik pula yang diharapkan sang istri dapat mengambil keputusan sendiri 

secara bebas rencana masa depannya. Tidak boleh saling menyakiti hati antara 

satu dengan yang lain dan dilarang pula membuka aib serta kekurangan satu 

sama lain yang telah diketahui. Perceraian tersebut hendaknya disaksikan oleh 

2 (dua) orang saksi yang dianggap adil yakni dari kaum muslimin, supaya 

terhindar dari beredar rumor fitnah ataupun rumor kecurigaan serta dapat 

diketahui secara jelas mengenai kedudukan sang istri apabila sang suami 

ternyata tiba-tiba wafat. Saksi-saksi tersebut hendaknya menegakkan 

kesaksiannya secara benar dan tulus karena Allah. Allah memerintahkan umat 

Islam untuk bertakwa dengan cara mengerjakan segala tuntunan-Nya dan 

meninggalkan larangan-Nya. Allah Swt. sendiri yang akan menunjukan ia akan 

jalan perbaikan dari segala macam kesukaran hidup termasuk permasalahan 

rumah tangga yang sedang dialami.39  

3. Dilarang untuk keluar dari rumah 

Para ahli fikih berbeda pandangan terkait kebolehan istri yang terputus 

perkawinannya untuk keluar rumah atau tidak. Ulama mazhab Hanafi 

berpendapat bahwa sang istri yang menjalani idah dilarang keluar rumah, baik 

bagi wanita yang dijatuhi talak raj’i maupun talak bā’in. Ini disandarkan 

berdasarkan ketentuan Nas Q.S. Al-Ṭalāq /65:1 sebagaimana telah dinukil 

penulis. Adapun untuk perempuan di mana suaminya wafat, ia dibolehkan 

untuk keluar rumah namun dilarang menginap di tempat lain kecuali pulang ke 

kediamannya. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang ditinggal wafat 
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suaminya sudah tidak memiliki hak untuk memperoleh nafkah sehingga ia 

harus mencukupi kebutuhannya sendiri.40  

Pandangan yang selebihnya sama juga dari ulama mazhab Syafi’i 

bahwa wanita yang sedang beridah terlarang baginya keluar dari rumah kecuali 

terdapat użur syar’i. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali 

memperbolehkan istri yang sedang beridah, baik karena dicerai maupun karena 

suaminya meninggal dunia, namun tidak diperbolehkan apabila ia menginap 

selain di rumahnya sendiri.41  

4. Dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian 

Para jumhur ulama menyepakati bahwa perempuan yang ditinggal 

suaminya karena meninggal dunia maka berlaku kewajiban iḥdād yaitu 

dilarang untuk memakai perhiasan dan wewangian. Bahkan ulama mazhab 

Hanafi memiliki pendapat bahwa istri yang dijatuhi talak bā’in wajib pula 

menjalani hukum iḥdād yaitu dilarang memakai perhiasan dan wewangian. Hal 

ini ditujukan agar tampak rasa berduka atas hilangnya nikmat perkawinan.42 

Hukum Indonesia melalui Pasal 151 KHI telah mengatur mengenai 

larangan istri yang menjalani masa idah bahwa “Bekas istri selama dalam idah, 

wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria 

lain.” 

Hukum Indonesia juga telah memberikan himbauan mengenai kewajiban 

iḥdād sebagaimana termuat pada Pasal 170 KHI bahwa  

“(1) Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa 

berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus 

                                                           
40 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 558-560. 
41 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 560-561. 
42 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 563-567. 
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menjaga timbulnya fitnah. (2) Suami yang tinggal mati oleh istrinya, melakukan 

masa berkabung menurut kepatutan.” 

 

Perempuan yang menjalani masa idah, selain terdapat larangan yang wajib 

ditaati, ia juga memiliki hak selama masa idah, diantaranya: 

1. Nafkah 

Istri yang sedang melalui masa idah karena talak mempunyai hak 

memperoleh nafkah dari suaminya, sebagaimana Nas dalam Q.S. Al-Ṭalāq 

/65:7. 43 

نُْسَعَتِهُِ ُ تٰاُُُٰفَ لْي  نْفِقُْمَِّآُُۥوَمَنُْق دِرَُعَلَيْهُِرزِْق هُ ُُ ۦليِ  نْفِقُْذ وُْسَعَةٍُمِّ ُ ُُ ىه ُاللّٰ ُاللّٰ ُلََُي كَلِّف 
ُمَآُ ُ سَيَجْعَل ُاُىهَاُ تٰاُُُٰنَ فْس اُاِلََّ  ۝ ࣖ   ُبَ عْدَُع سْرٍُي سْر اللّٰ

Terjemahnya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah 

menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan 

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani 

kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan 

menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.  
 

Apabila seorang istri mengalami talak raj’i dari suaminya, maka 

suami diwajibkan untuk menyediakan hak nafkah bagi bekas istrinya, yang 

mencakup kebutuhan hidup seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. 

Namun, untuk istri yang di-talak bā’in, terdapat perbedaan pandangan di antara 

para fuqaha. Menurut ulama mazhab Hanafi, istri yang mengalami talak bā’in, 

baik sedang hamil atau tidak, tetap berhak menerima nafkah. Sementara itu, 

ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa memberikan nafkah dalam kasus 

talak bā’in tidak menjadi kewajiban. Ulama mazhab Maliki dan Syafi’i 

menyatakan bahwa istri yang di-talak bā’in dan tidak hamil tidak berhak 
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menerima nafkah, sedangkan istri yang sedang hamil tetap berhak 

mendapatkan nafkah.44  

Keadaan berbeda apabila perempuan menjalani masa idah karena 

ditinggal suaminya yang meninggal dunia, maka ia tidak memiliki hak untuk 

mendapatkan nafkah. Begitu pula sebagaimana pendapat Mazhab Maliki yang 

berpendapat istri yang dipisah karena perkawinan fasid tetap menjalani masa 

idah, jika perempuan tersebut sedang mengandung, maka sang laki-laki 

berkewajiban untuk memberi hak nafkah untuknya, namun jika sang istri itu 

tidak hamil, maka atas pernikahan fasid itu tidak ada nafkah.45 

2. Tempat tinggal 

Jumhur ulama bersepakat mengenai istri yang dijatuhi talak raj’i oleh 

suaminya, maka suami memiliki kewajiban memberi tempat tinggal untuk sang 

istri selama menjalani masa idahnya, sebagaimana penjelasan pada Nas dalam 

Q.S. Al-Ṭalāq /65:1 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam Q.S. 

Al-Ṭalāq /65:6.  

ُت ضَاُ  ُوَلََ ُو جْدكِ مْ نْ ُمِّ ت مْ ُسَكَن ْ ُحَيْث  ُمِنْ ُلتِ ضَيُِّاَسْكِن  وْه نَّ ر وْه نَّ
 ُ
ُعَلَيْهِنَّ كُ نَُُّق وْا وَاِنْ

ُا ولُٰ ُحَتّّٰ ُعَلَيْهِنَّ ُفاَنَْفِق وْا ُحَْْلٍ تِ
 ُ
ُحَْْلَه نَّ ُفاَُُُٰيَضَعْنَ ُلَك مْ ُارَْضَعْنَ ُ فاَِنْ

ُا ج وْرَه نَّ ُت  وْه نَّ
نَك مُْبِعَْر وْفٍ ُ   ىُ ا خْرُُٰوَاِنُْتَ عَاسَرْتُ ُْفَسَتَ ْضِع ُلَه ُُٓوَأْتََِر وْاُبَ ي ْ

Terjemahnya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang 

hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai 

mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan 

(anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada 

mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui 

                                                           
44 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 562-563. 
45 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 563. 
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kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.46 

 

Namun para fuqaha berbeda pendapat terhadap sang istri yang dijatuhi 

talak bā’in. Pendapat dari mazhab Hanafi bahwa terhadap wanita yang dijatuhi 

talak bā’in memiliki hak untuk diberikan tempat tinggal oleh suaminya, karena 

pada dasarnya istri yang ditalak bā’in menjalankan memiliki kesamaan 

sebagaimana wanita yang dijatuhi talak raj’i, Imam Syafi’i dan Imam Malik 

juga memiliki pendapat yang sama. Namun Imam Hambali memiliki pendapat 

terkait hal itu bukanlah sebuah kewajiban terkecuali sang istri hamil. Adapun 

untuk istri yang ditinggal suaminya karena mati, maka penentunya adalah dia 

sendiri karena ia adalah pemilik pendapat sendiri terkait perkara tempat 

tinggal. Bahkan jika ia harus sewa rumah karena tidak ada tempat tinggal 

sendiri maka ia sendiri yang harus menanggungnya.47 

3. Warisan 

Jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, dan sebelumnya 

suami tersebut telah memberikan talak raj’i kepada istrinya, serta masa idah 

istri belum berakhir pada saat kematian suami, maka pihak yang masih hidup 

berhak menerima harta warisan dari pasangan yang telah meninggal. Ini karena 

secara prinsip, mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan.48  

Situasinya berbeda jika istri mengalami talak bā’in dan kemudian 

suaminya meninggal dunia; dalam hal ini, pasangan yang masih hidup tidak 

berhak mewarisi harta dari pasangan yang telah meninggal. Namun, jika talak 

                                                           
46 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 824. 
47 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 561-562. 
48 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 567 
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tersebut diberikan tanpa persetujuan istri, maka dia berhak menerima warisan 

dari suaminya, sesuai dengan pandangan mayoritas ulama.49 

Adapun Hukum Islam di Indonesia melalui Pasal 149 KHI yang dijadikan 

pedoman hukum di Indonesia menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus 

karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Menyerahkan mut`ah layak kepada bekas istrinya, berupa benda atau uang, 

terkecuali apabila bekas istrinya tersebut belum disentuh (qabla al-dukhūl); 

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas 

istri selama dalam idah, terkecuali bekas istri telah dijatuhi talak bā’in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar apabila ada yang masih terhutang seluruhnya, dan separuhnya 

bila istrinya tersebut belum disentuh; 

d. Memberikan biaya ḥaḍānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun. 

 

F. Ibrah Pensyariatan Idah 

Allah Swt. menurunkan syariat-Nya pasti memiliki tujuan yang 

mengandung ibrah bagi umat-Nya, termasuk pula terkait syariat idah bagi 

perempuan. Hikmah pensyariatan idah diantaranya ialah apabila istri dijatuhi talak 

raj'i, dengan adanya idah maka hal tersebut sangat membuka kemungkinan atau 

kesempatan bagi suami kembali rujuk dengan istrinya yang sebelumnya telah 

ditalak.50 
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Adanya syariat penjalanan masa idah juga memberi kesempatan para pihak 

terutama suami untuk berpikir lebih jernih dan berulang, dengan harapan telah 

hilang badai kemarahan antara para pihak, telah lebih tenang jiwanya, serta telah 

memikirkan dengan pertimbangan yang masak akan kelebihan serta kekurangan 

apabila di masa depan melanjutkan hidup sendiri-sendiri karena telah berpisah atau 

lebih baik kembali bersama mengarungi kehidupan.51 

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga dan sebuah bentuk 

penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang suci. Pernikahan tidak akan 

terlaksana kecuali memenuhi rukun yang salah satunya ialah adanya saksi, maka 

ikatan perkawinan juga tidak bisa terpisah kecuali dengan adanya saksi dan para 

pihak diperintahkan memiliki masa tunggu dalam jangka waktu yang relatif lama, 

untuk benar-benar berpisah atau terputus ikatan perkawinannya, sebagaimana Nas 

dalam Q.S. Al-Ṭalāq /65:2 yang telah dinukil penulis sebelumnya dan Nas dalam 

Q.S. Al-Baqarah /2:231. 52 

ُالنِّسَاُ  ُطلََّقْت م  ُفاََُوَاِذَا ُاَجَلَه نَّ ُفَ بَ لَغْنَ ُبِعَْر وْفٍ ُءَ ُسَرّحِ وْه نَّ ُاوَْ ُبِعَْر وْفٍ وَلََُُمْسِك وْه نَّ
وْاُ  ُضِراَر اُلتَِّ عْتَد  ُه ز و اُتُِاللُِّٰيُٰاُاُٰوَلََُتَ تَّخِذ وُُُْٓ ۥلِكَُفَ قَدُْظلََمَُنَ فْسَهُ وَمَنُْي َّفْعَلُْذُُٰتَ ْسِك وْه نَّ

نَُالْكِتُٰانَ ُُُْعَلَيْك مُْوَمَآُوَّاذكْ ر وْاُنعِْمَتَُاللُِّٰ ُوَات َّق واُاللَُّٰ ُ ۦبُِوَالِْْكْمَةُِيعَِظ ك مُْبهُِِزَلَُعَلَيْك مُْمِّ
ُشَيْءٍُعَلِيْمٌُاُانََُّاللَُّٰوَاعْلَم وُْٓ  ࣖ   ُبِك لِّ

Terjemahnya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir 

masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut 

atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). 

Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi 

kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang 

melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. 

Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai 

bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah 

(Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah 
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kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.53 

 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah juga telah menjelaskan 

mengenai hikmah disyariatkannya idah bagi perempuan yaitu:54 

1. Agar memastikan dengan tepat kondisi rahim perempuan dan menghindari 

campur aduknya nasab dari janin yang ada di dalamnya. 

2. Memberikan peluang bagi pasangan suami istri yang telah bercerai untuk 

memperbaiki dan membangun kembali rumah tangga mereka jika dianggap 

lebih bermanfaat. 

3. Sebagai penghormatan dengan nilau yang tinggi terhadap perkawinan. Hal itu 

mustahil dapat dilaksanakan kecuali dengan banyak orang terlibat dan agar 

hubungan tersebut tidak hancur dalam masa yang singkat. Jika hal ini tidak 

diatur demikian, maka sebuah perkawinan bukanlah sebuah ikatan suci yang 

diagungkan namun bagaikan hanya sebuah permainan anak-anak yang mudah 

dihancurkan. 

4. Kebaikan dari pernikahan tidak dapat tercapai kecuali pasangan suami istri 

telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Jika 

perceraian menjadi pilihan yang tak terhindarkan, langkah awal yang harus 

diambil adalah berusaha menjaga ikatan pernikahan tersebut dengan memberi 

waktu agar keduanya dapat merenung dan mempertimbangkan dampak negatif 

yang mungkin timbul jika perceraian terjadi. 

                                                           
53 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya …,”, 49. 
54 Sayyid Sabiq, Khairul Amru Harahap, dkk., Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 4, …,  119. 
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BAB III 

TINJAUAN SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM  

BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 

A. Gambaran Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan dan Hierarkinya 

Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut per-UU) adalah 

aturan hukum yang dituangkan dalam dokumen tertulis, memuat norma hukum 

yang bersifat umum dan mengikat, serta ditetapkan oleh pejabat atau lembaga 

negara yang memiliki wewenang sesuai dengan prosedur yang berlaku.1 Sistem 

per-UU terdiri dari kumpulan peraturan yang saling terkait dan membentuk satu 

kesatuan yang harmonis, tanpa bertentangan satu sama lain. Pada dasarnya, 

sistem ini merupakan metode atau proses yang digunakan pemerintah atau 

negara untuk mencapai ketertiban hukum.2 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU pembentukan per-UU) 

telah mengatur hierarki per-UU di Indonesia. Penulis mengacu pada sistem tata 

per-UU di Indonesia tersebut, hierarki per-UU pada pokoknya diatur sebagai 

berikut:3 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                           
1 Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
2 Hasanuddin Hasim, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu 

Sistem”, Malrev: Madani Legal Review Fakultas Syariah STAIN Parepare, Vol. 1 No. 2, (Desember 

2017), https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32  
3 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 

https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32
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b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;   

d. Peraturan Pemerintah; 

e. Peraturan Presiden; 

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Tipe peraturan perundang-undangan lainnya diatur secara rinci dalam 

Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis 

peraturan ini mencakup aturan yang ditetapkan oleh berbagai pejabat atau 

lembaga negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta Menteri, 

badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang atau perintah pemerintah. Selain itu, juga termasuk Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa atau pejabat setingkat 

lainnya.  

Peraturan lain tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat asalkan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selain itu, 

pembuatan peraturan tambahan ini harus mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 

 

                                                           
4 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan 
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2. Fungsi Per-UU 

Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat 2 macam fungsi per-UU, 

yaitu:5 

a. Fungsi internal, yaitu sebagai suatu sub-sistem dari hukum yaitu per-UU 

sendiri terhadap suatu sistem dari kaidah hukum. Pada bagian ini, per-UU 

menjalankan fungsinya yaitu: 

1) Sebagai penciptaan hukum, melalui pembentukan per-UU sehingga 

menjadi sendi utama dalam sistem hukum nasional yang mengatur 

hukum negara dan bangsa; 

2) Sebagai pembaruan hukum, karena per-UU ialah instrumen dalam 

pembaruan hukum, disamping melalui metode yurisprudensi atau 

hukum adat; 

3) Sebagai alat integrasi pluralisme hukum, yaitu antara hukum eropa 

kontinental (Barat), hukum islam, dan hukum adat yang dianut dalam 

sistem hukum nasional; 

4) Sebagai kepastian hukum, ialah per-UU lebih memberikan kepastian 

hukum dibandingkan hukum adat/yurisprudensi; 

b. Fungsi eksternal, yaitu adanya keterkaitan antara per-UU itu sendiri dengan 

tempat berlakunya. Fungsi ini juga memiliki sebutan lain yaitu fungsi sosial 

hukum. Fungsi eksternal ini meliputi: 

1) Fungsi perubahan, yaitu sebagai sarana pembaruan hukum (social 

engineering law) yang mendorong perubahan masyarakat dalam 

berbagai aspek ekonomi, sosial, maupun budaya; 

                                                           
5 Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Alumni, 1997), 47 
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2) Fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas masyarakat; 

3) Fungsi kemudahan, yaitu per-UU pada hakikatnya berisi aturan insentif 

seperti penyederhanaan tata cara perizinan, keringanan pajak, dan 

sebagainya; 

 

3. Alur Penyusunan dan Bentuk Kerangka Per-UU 

Aturan terkait teknik penyusunan setiap kerangka Per-UU telah termuat 

secara lengkap dalam Lampiran II UU 12/2011. Begitu juga prosedur 

pembentukan per-UU juga telah ditetapkan secara kronologis dan rinci yang 

secara garis besar terbagi 5 tahap yaitu:  

a. perencanaan,  

b. penyusunan rancangan berdasarkan naskah akademik,  

c. pembahasan  

d. pengesahan/penetapan, dan 

e. pengundangan. 

Kemudian terkait pengundangan, berdasarkan Pasal 81 UU Pembentukan 

per-UU mengatur bahwa: 

“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus 

diundangkan dengan menempatkannya dalam:   

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;  

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 

c. Berita Negara Republik Indonesia;  

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 

e. Lembaran Daerah;  

f. Tambahan Lembaran Daerah; atau 

g. Berita Daerah.” 

 

Peneliti juga perlu menekankan bahwa pada pokoknya pejabat atau 

lembaga negara memiliki otoritas atau wewenang membentuk kemudian 
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menetapkan per-UU melalui prosedur yang ditetapkan atau digariskan oleh Per-

UU. Berdasarkan Lampiran II UU Pembentukan per-UU dan Putusan Hak Uji 

Materi Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 tanggal 24 Januari 2017 

memuat sistematika bentuk luar atau kerangka (kenvorm) per-UU, pada 

pokoknya sebagai berikut: 

a. Judul  

b. Pembukaan 

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

2. Jabatan Pembentuk Per-UU 

3. Konsiderans 

4. Dasar Hukum 

5. Diktum 

c. Batang Tubuh 

1. Ketentuan Umum 

2. Materi Pokok yang Diatur 

3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 

4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

5. Ketentuan Penutup 

d. Penutup 

e. Penjelasan (jika diperlukan) 

f. Lampiran (jika diperlukan) 
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Sistematika per-UU tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar 

contoh sistematika penyusunan per-UU yang Peneliti ambil dari contoh format 

penyusunan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana di bawah ini.6  

Gambar 3.1 Sistematika kerangka awal Peraturan Mahkamah Agung RI  

                                                           
6 Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 7 

Judul 

Pembukaan 
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Gambar 3.2 Sistematika kerangka akhir Peraturan Mahkamah Agung RI  

  

Batang 

Tubuh 

Penutup 

Penjelasan/ 

Lampiran 
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4. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan 

Per-UU tersebut dalam pembentukannya wajib dilaksanakan atas dasar 

asas-asas pembentukan per-UU yang baik, diantaranya:7 

a. Kejelasan tujuan, yaitu suatu per-UU yang dibentuk harus memiliki tujuan 

secara jelas dan tujuan atau cita apa yang akan dicapai; 

b. Pejabat pembentuk atau kelembagaan yang tepat, yaitu yang memang benar-

benar memiliki wewenang untuk itu; 

c. Jenis, hierarki, dan materi muatan telah sesuai. Maksudnya ialah materi 

muatan peraturan telah tepat sesuai jenis dan hierarki per-UU wajib 

diperhatikan dalam membentuk setiap per-UU; 

d. Dapat dilaksanakan, ialah Setiap pembentukan per-UU harus 

mempertimbangkan efektivitasnya dalam penerapan di masyarakat, 

mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu, 

perubahan UU tentang Pembentukan per-UU menyebutkan bahwa bagian 

konsiderans peraturan harus mencakup ketiga unsur tersebut. Unsur filosofis 

menjelaskan bahwa pembentukan peraturan harus mempertimbangkan nilai-

nilai hidup, kesadaran hukum, dan cita hukum yang mencakup semangat 

dan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila dan Pembukaan UUD 1945), 

termasuk aspek historisnya. Unsur sosiologis menilai bagaimana peraturan 

dapat mencerminkan berbagai aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Sementara itu, unsur yuridis menjelaskan bahwa peraturan harus mampu 

mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

                                                           
7 Pasal 5 huruf Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya. 
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meninjau dan mengubah aturan yang ada untuk memastikan keadilan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat.  

e. Keadilan dan Manfaat. Peraturan perundang-undangan harus disusun 

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya dalam mengatur 

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

f. Kejelasan Rumusan. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus 

mengikuti standar teknis, sistematika, serta penggunaan istilah dan bahasa 

hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga menghindari 

kemungkinan adanya berbagai interpretasi yang berbeda saat 

diimplementasikan. 

g. Keterbukaan. Seluruh proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus dapat diakses oleh publik yang berkepentingan atau yang terdampak, 

sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dan memberikan masukan, 

kritik, atau saran baik secara langsung maupun melalui media online dan 

offline. 

5. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

Peneliti dengan berlandaskan Pasal 10 sampai 13 UU Pembentukan per-

UU telah mengatur mengenai materi muatan dari per-UU tersebut. Materi yang 

harus diatur dalam undang-undang mencakup beberapa aspek, seperti 

pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah ditetapkan dalam UUD 

1945, pelaksanaan amanat dari undang-undang untuk diatur lebih lanjut, 

ratifikasi perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, serta pemenuhan 
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kebutuhan hukum masyarakat.8 Materi muatan dari Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada dasarnya sama dengan materi yang 

diatur dalam undang-undang.9 

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) berisi ketentuan 

yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang secara efektif. Sementara 

itu, materi dalam Peraturan Presiden mencakup ketentuan yang diperintahkan 

oleh undang-undang, pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah, atau ketentuan 

untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Untuk Peraturan Daerah 

Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi muatannya berfokus 

pada pelaksanaan otonomi daerah, tugas perbantuan, serta penyesuaian terhadap 

kondisi khusus daerah dan/atau perincian lebih lanjut dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.10 Materi per-UU tersebut harus merefleksikan 

beberapa asas-asas hukum, yaitu:11 

a. Pengayoman, wajib memiliki fungsi untuk mengayomi, melindungi guna 

tercipta suatu kehidupan masyarakat yang tentram; 

b. Kemanusiaan, materi peraturan harus mencerminkan perlindungan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta martabat masyarakat 

Indonesia secara adil. 

c. Kebangsaan, materi peraturan harus menggambarkan keberagaman dan 

karakter bangsa Indonesia sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

                                                           
8 Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan per-UU 
9 Pasal 11 UU Pembentukan per-UU 
10 Pasal 12 s/d 13 UU Pembentukan per-UU 
11 Pasal 6 ayat (1) UU Pembentukan per-UU dan penjelasannya. 
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d. Kekeluargaan, materi peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk 

mencapai kesepakatan dalam setiap keputusan yang diambil. 

e. Kenusantaraan, materi peraturan harus mempertimbangkan kepentingan 

seluruh wilayah Indonesia dan memastikan bahwa peraturan daerah menjadi 

bagian dari sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945. 

f. Bhinneka Tunggal Ika, materi peraturan harus memperhatikan keberagaman 

penduduk, suku, golongan, agama, kondisi khusus daerah, serta budaya 

dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 

g. Keadilan, materi peraturan harus mencerminkan prinsip keadilan yang adil 

bagi setiap warga negara. 

h. Kesetaraan dalam Hukum dan Pemerintahan, materi peraturan harus 

memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang agama, suku, 

ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum, materi peraturan harus menjamin 

ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. 

j. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, materi peraturan harus 

menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, serta 

kepentingan bangsa dan negara. 

Materi dalam peraturan perundang-undangan, selain harus mencerminkan 

asas-asas yang telah dijelaskan, juga dapat memuat asas tambahan sesuai dengan 

bidang hukumnya. Misalnya, dalam hukum perdata terdapat asas seperti 

kebebasan berkontrak, itikad baik, pacta sunt servanda, serta asas personalitas 

keislaman. Sementara itu, dalam hukum pidana, asas yang umum diterapkan 
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meliputi legalitas, non-retroaktif, restorative justice, ultimum remedium, serta 

asas wilayah atau territorial, dan lain sebagainya.12 

 

B. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama 

Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri 

1. Pengertian dan Fungsi Surat Edaran 

Peneliti berdasarkan pengamatannya telah menemukan beberapa 

pengertian secara hukum mengenai surat edaran. Surat edaran berdasarkan 

pedoman umum tata naskah dinas ialah dokumen dinas yang memuat 

pemberitahuan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan mendesak.13 

Pengertian yang selaras juga ditemukan Peneliti dalam lingkup lembaga 

Mahkamah Agung yang memberikan pengertian bahwa surat edaran ialah 

bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung yang berisi panduan terkait 

penyelenggaraan peradilan, dengan sifat administrasi dan berisi informasi 

mengenai hal-hal penting dan mendesak.14 

Pengertian lebih luas Peneliti temukan dalam lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri yang memberikan pengertian Surat Edaran ialah naskah dinas 

pengaturan yang memuat isi tentang pemberitahuan, penjelasan, dan/atau 

petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 

Namun dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri membatasi wewenang 

                                                           
12 Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya. 
13 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Umum Tata Naskah Dinas 
14 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016, 10 
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penetapannya oleh Menteri Dalam Negeri atau Sekretaris Jenderal atas nama 

Menteri.15  

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2016 mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama, surat 

edaran dikategorikan sebagai dokumen arahan yang memuat kebijakan utama 

atau pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan 

Kementerian Agama, meliputi pengaturan, penetapan, dan penugasan. Surat 

edaran ini juga harus diikuti dan dilaksanakan sesuai pedoman.  

Peneliti berdasarkan pemaparan beberapa pengertian diatas, maka dapat 

diambil inti maksud dari Surat Edaran ialah Naskah Dinas berupa suatu produk 

kebijakan berisi pemberitahuan, bimbingan, arahan, petunjuk, atau petunjuk 

dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas tertentu. Tujuan atau fungsi 

dikeluarkannya surat edaran tersebut ialah dalam rangka mengatur pelaksanaan 

penyelenggaraan tugas tertentu yang dianggap mendesak dan penting. 

2. Muatan dan Pembuat Kebijakan Surat Edaran  

Materi atau isi dari peraturan kebijakan adalah kaidah operasional yang 

tidak diatur atau melebihi dari yang diatur oleh per-UU.16 Muatan surat edaran 

ialah peraturan kebijaksanaan (beleidsregel)17 atau peraturan kebijakan yang 

memuat norma hukum tertulis.18 Penyusunan surat edaran yang berfungsi 

                                                           
15 Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penjelasannya. 
16 Philipus M. Hadjon, dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Trisakti, 2012), 58. 
17 Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita, “Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Dialektika Hukum Volume 1 No. 1 (2019), 22, 

https://doi.org/10.36859/jdh.v1i1.486 
18 Ni Luh Gede Astariyani dan Bagus Hermanto, “Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi 

Peraturan Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung”, Jurnal 

Legislasi Indonesia Volume 16 No. 4 (2019), 438, https://doi.org/10.54629/jli.v16i4.533. 
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sebagai aturan hukum harus mematuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik. Selain itu, surat edaran juga harus mengikuti 

asas-asas pembuatan peraturan yang baik (beginselen van behoorlijke 

regelgeving).19 meliputi: kemanfaatan, kepastian hukum, kecermatan, 

ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, tanpa penyalahgunaan 

wewenang, dan orientasi terhadap pelayanan baik.20 

Muhammad Adiguna Bimasakti, Hakim di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Mataram, menjelaskan bahwa Surat Edaran merupakan salah satu jenis 

produk peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat 

diklasifikasikan sebagai keputusan dalam tata usaha negara.21 Keputusan Tata 

Usaha Negara adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan atau pejabat 

dalam tata usaha negara, yang mencakup tindakan hukum yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini bersifat konkret, 

individual, dan final, serta menghasilkan efek hukum terhadap individu atau 

entitas hukum perdata.22 Namun berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang 30 

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) 

mengatur kembali bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diberi makna 

sebagai berikut: 

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; 

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan 

eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; 

                                                           
19 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran …, 147  
20 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
21 Hasil wawancara peneliti dengan Muhammad Adiguna Bimasakti selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha 

Negara Mataram pada 19 Agustus 2023 pukul 09.00 WITA di Kabupaten Klungkung 
22 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 
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b. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik (AUPB); 

c. Bersifat final dalam arti lebih luas; 

d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau 

e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. 

Surat Edaran pada umumnya dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi 

kementerian/lembaga negara, dapat pula pimpinan mendelegasikan atau 

menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangannya.23 Istilah freies ermessen atau 

diskresi terkait erat dengan peraturan kebijakan, di mana pejabat atau lembaga 

tata usaha negara menyusun kebijakan dalam bentuk aturan hukum, seperti 

pedoman, pengumuman, dan surat edaran, serta menyebarluaskan kebijakan 

tersebut.24 Doktrin hukum administrasi negara yang dikenal dengan adanya 

kewenangan diskresi yang lahir dari kebebasan pemerintahan (discretie dalam 

bahasan Belanda, atau dalam bahasa Jerman disebut freies ermessen atau dalam 

bahasa Prancis disebut Pouvoir discressionaire).  

Adanya terminologi discretie yang berlaku merupakan akibat yang 

timbul dari konsepsi negara penganut kesejahteraan (welfare state), termasuk 

Indonesia. Hal ini dapat ditemukan landasan hukumnya pada Pancasila di sila 

keempat dan UUD 1945 Pasal 27, 28, 31, 33, dan Pasal 34, yang pada pokoknya 

                                                           
23 Pasal 10 ayat 2) dan (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
24 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Gadjah Mada 

University Pers, 2005), 130 
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menerangkan bahwa kesejahteraan diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia.25 

Freies ermessen dalam konsepsi negara hukum memiliki unsur-unsur, yaitu:26  

a. Tujuannya untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik; 

b. Sikap pejabat administrasi negara bertindak aktif; 

c. Atas dasar inisiatif sendiri; 

d. Ditujukan dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan penting 

yang tiba-tiba muncul; 

e. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada hukum. 

Doktrin mengenai kebebasan pemerintahan ini kemudian dipositivisasi 

dalam norma diskresi pada Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana 

diubah dalam Pasal 175 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang redaksinya sebagaimana 

berikut: 

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh 

Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang 

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau 

adanya stagnasi pemerintahan.“  

 

Salah satu tujuan dikeluarkannya surat edaran adalah untuk berfungsi 

sebagai alat kebijakan dalam situasi yang dianggap mendesak. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang membolehkan pejabat pemerintahan melakukan diskresi 

seperti diatur dalam Pasal 24 hingga 25 UU AP. "Keadaan mendesak" merujuk 

pada situasi objektif yang memerlukan penetapan atau pelaksanaan keputusan 

                                                           
25 Monica Ayu Caesar Isabela, “Welfare State: Model dan Penerapannya di Indonesia", 

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-

indonesia., diakses pada 17 Februari 2023 pukul 10.00 WITA 
26 Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal 

Humani Universitas Negeri Semarang Volume 10 No. 2 (2020), 146, 

http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401 

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/02450021/welfare-state--model-dan-penerapannya-di-indonesia
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dan tindakan oleh pejabat pemerintah dengan segera, karena kondisi tersebut 

dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan pelaksanaan 

pemerintahan.27 

3. Sistematika Kerangka Surat Edaran 

entuk dan ciri Peraturan kebijakan (beleidsregel, policy rule) berbeda bila 

dibandingkan per-UU. Susunan surat edaran sendiri secara umum terbagi 

menjadi 3 (tiga) bagian:28  

Gambar 3.3 Sistematika kerangka Surat Edaran secara umum29 

                                                           
27 Penjelasan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
28 Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum 

Tata Naskah Dinas 
29 Lampiran Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum 

Tata Naskah Dinas 55 
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a. Kepala surat: Bagian ini umumnya mencakup kop surat, sapaan seperti 

"Yth." diikuti dengan nama pejabat penerima surat edaran, teks surat edaran 

yang ditempatkan di bawah logo lembaga, kata "tentang" yang menjelaskan 

perihal surat edaran, dan judul surat edaran. 

b. Batang tubuh: Ini berisi latar belakang, tujuan dan maksud, ruang lingkup 

penerapan surat edaran, peraturan atau dokumen lain yang menjadi dasar 

pembuatan surat edaran, isi edaran mengenai hal-hal mendesak, serta bagian 

penutup. 

c. Kaki surat: Bagian ini mencakup informasi mengenai tempat dan tanggal 

penetapan, jabatan pejabat yang mengeluarkan, tanda tangan pejabat yang 

menandatangani, nama lengkap pejabat yang menandatangani, serta cap 

dinas. Umumnya, kaki surat edaran diletakkan di sisi kanan bawah surat. 

4. Tinjauan Yuridis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Tentang Pernikahan 

Dalam Masa Idah Istri 

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) 

adalah dokumen resmi yang berisi petunjuk dan pengumuman mengenai hal-hal 

penting dan mendesak, yang ditujukan kepada kelompok atau pihak tertentu. 

Adapun dalam lingkup Kemenag, bentuk-bentuk Naskah dinas meliputi:30 

a. Peraturan dan Keputusan 

b. Instruksi Menteri Agama 

c. Pedoman 

d. Petunjuk Pelaksanaan, 

e. Standar Operasional Prosedur  

                                                           
30 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8 
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f. Surat Edaran, 

g. Surat tugas 

Oleh karena surat edaran ini termasuk naskah dinas arahan, maka dalam 

pelaksanaan untuk menyelenggarakan tugas dan kegiatan Kemenag wajib 

memedomani kebijakan pelaksanaan tersebut.31 Rudding Bandu selaku Kepala 

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Palopo secara selaras 

menjelaskan bahwa Surat edaran tersebut wajib dipedomani agar tercipta 

kesamaan dan keselarasan arah kebijakan pencatatan dan pelaksanaan 

pernikahan pada KUA.32 

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

mengenai Pernikahan Selama Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021) 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Jakarta pada 

29 Oktober 2021. SE 2021 ini ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian 

Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pedoman tata naskah dinas di 

Kementerian Agama, penetapan dan penandatanganan surat edaran adalah 

kewenangan Menteri Agama, yang bisa melimpahkan tugas tersebut kepada 

Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat 

edaran. Ketentuan ini juga sesuai dengan Pasal 385 Peraturan Menteri Agama 

Nomor 42 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agama bahwa: 

“Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan 

masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

 

                                                           
31 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 8 
32 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo 
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Berdasarkan uraian Peneliti diatas, maka Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam mempunyai dasar wewenang untuk mengeluarkan SE 2021 

tersebut. 

Struktur dari SE 2021 juga telah mengikuti pedoman umum kerangka 

surat edaran sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, serta memenuhi kriteria yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Kementerian Agama. Surat ini 

terdiri dari tiga bagian utama: kepala surat, batang tubuh, dan kaki surat, yang 

dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut: 

Gambar 3.4 Sistematika kerangka SE 2021 
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Dirjen Bimas Islam dalam melaksanakan tugas tersebut juga 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan 

masyarakat Islam; 

2. Melaksanakan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan 

agama Islam, pembinaan Syariah, penerangan agama Islam, keluarga 

sakinah, pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf, serta bina KUA. 

3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan 

masyarakat Islam; 

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dalam rangka 

pelaksanaan tugas bimbingan masyarakat Islam; dan 

5. Sebagai Pelaksana administrasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam. 

SE 2021 diterbitkan untuk memberikan panduan administrasi pencatatan 

pernikahan bagi pria yang akan menikahi wanita baru sementara mantan istrinya 

masih dalam masa idah.33 Surat edaran ini bertujuan menetapkan prosedur dan 

tata cara pencatatan pernikahan yang jelas bagi kasus tersebut. Dengan 

demikian, SE 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) di KUA di seluruh Indonesia, yang berada di bawah Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. 

Permasalahannya adalah kedudukan surat edaran dalam sistem hierarki 

tata per-UU di Indonesia. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan per-UU, 

surat edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan per-undang-undangan di 

                                                           
33 Hasil Wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo 
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Indonesia. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan atau 

kerangka sebagaimana telah dirumuskan dalam Lampiran II UU Pembentukan 

per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau amanat untuk 

mengundangkan atau menempatkannya dalam lembaran negara atau sejenisnya, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Pembentukan per-UU. 

Surat edaran bila ditinjau dari latar belakang tujuan dan fungsi yaitu 

sebagai kebijakan pengaturan yang lahir karena adanya doktrin diskresi yang 

berdasarkan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 22-32 UU AP sebagaimana diubah dalam 

Pasal 175 Perppu Cipta Kerja telah mendefinisikan Diskresi merujuk pada 

kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintah untuk membuat keputusan atau 

menetapkan tindakan ketika menghadapi masalah konkret dalam pelaksanaan 

pemerintahan, terutama ketika per-UU tidak memberikan opsi, tidak mengatur 

secara spesifik, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi dalam 

administrasi. Dengan demikian, isi dari SE 2021 telah sesuai dengan ketentuan 

per-UU, atau setidak-tidaknya sesuai dengan ketentuan pedoman tata naskah 

dinas per-UU dalam lingkup kementerian agama34 sepanjang terkait muatan 

penetapan pelaksanaan kebijakan dalam lingkup bimbingan masyarakat Islam. 

Surat edaran ditinjau dari segi proses pembentukannya juga memiliki 

perbedaan dengan per-UU. Surat Edaran diterbitkan oleh pimpinan tertinggi 

kementerian atau lembaga negara, atau pejabat yang diberi wewenang untuk 

melakukannya. Sedangkan per-UU diundangkan oleh lembaga/kementerian yang 

telah diamanatkan per-UU. Surat edaran dalam pedoman pembentukannya tidak 

memiliki tahapan-tahapan khusus, sedangkan per-UU harus melalui 5 tahapan 

                                                           
34 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas pada Kementerian Agama, 7-8 
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sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Pasal 5 huruf (g) UU Pembentukan 

per-UU yang telah dipaparkan oleh peneliti.  

Meskipun demikian, jika merujuk kembali kepada tujuan dan fungsi surat 

edaran itu sendiri yaitu dalam rangka mengatur pelaksanaan penyelenggaraan 

tugas tertentu, maka dapat ditarik simpulan bahwa seyogyanya Surat edaran 

dikeluarkan dengan memerhatikan asas-asas mengenai bagaimana aturan 

tersebut dibentuk secara baik sebagaimana per-UU dan asas mengenai 

bagaimana peraturan kebijakan tersebut dibentuk secara baik, atau setidak-

tidaknya muatan dari SE tidak boleh bertentangan terhadap per-UU. 

Surat edaran bisa dianggap sebagai bagian dari jenis per-UU lainnya jika 

diterbitkan berdasarkan peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang 

ditetapkan. Namun, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji 

peraturan yang berada di bawah UU terhadap UU itu sendiri.35 telah 

memutuskan bahwa surat edaran merupakan peraturan kebijakan bukanlah suatu 

per-UU, sehingga yang sesungguhnya Surat edaran bukanlah tergolong 

kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan uji materil.36  

Lalu, bagaimana apabila Surat edaran yang dikeluarkan tersebut tidak 

memerhatikan asas pembentukan aturan yang baik atau materi muatan ternyata 

bertentangan dengan per-UU yang ada? Muhammad Adiguna Bimasakti selaku 

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menjelaskan bahwa apabila 

terjadi hal demikian, maka surat edaran termasuk SE 2021 yang tergolong 

                                                           
35 Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 195 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 
36 Salinan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2016 yang diputuskan pada 

tanggal 24 Januari 2017, 14-15 
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sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dapat diajukan pembatalan dengan 

mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Selanjutnya, apakah memang SE 2021 memang sangat penting dan 

mendesak untuk dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui surat edaran? 

Perlu peneliti paparkan kembali bahwa surat edaran tersebut dikeluarkan untuk 

menggantikan Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama 

Islam Departemen Agama RI Nomor DIV/Ed/17/1979 (selanjutnya disebut SE 

1979) yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1979. SE 1979 tersebut pada 

pokoknya (angka 1) mengatur bahwa: 

“Bagi seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan 

mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas istrinya, 

maka dia harus mengajukan izin Poligami ke Pengadilan Agama.” 

 

Berbeda dengan SE Dirjen Bimas Islam tahun 2021 yang secara prinsip 

mengatur bahwa seorang pria yang telah bercerai dapat menikahi wanita baru 

setelah mantan istrinya selesai menjalani masa idah, jika pria tersebut sudah 

menikahi wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah, maka 

pria tersebut hanya bisa merujuk kembali kepada mantan istrinya setelah 

mengajukan permohonan dan mendapatkan izin poligami dari Pengadilan 

Agama. 

Rudding Bandu berpendapat bahwa meskipun ketentuan tersebut 

dikeluarkan dalam bentuk surat edaran atau bentuk lainnya, sudah menjadi 

kewajiban bagi lembaga di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam untuk memedomani ketentuan penting tersebut, terutama Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana pencatatan 
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pernikahan.37 Pendapat yang selaras juga diutarakan Budi Jamin selaku Kepala 

KUA memberikan keterangan yang pada pokoknya SE 2021 tersebut juga telah 

jelas menerangkan agar ketentuan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya 

karena sangat penting dan mendesak. Meskipun sebenarnya terdapat harapan 

beliau agar ketentuan tersebut sebaiknya ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau 

Keputusan Menteri Agama, atau bahkan melalui perubahan Kompilasi Hukum 

Islam.38  

Peneliti berdasarkan aturan Pedoman mengenai Tata Naskah Dinas di 

lingkungan Kemenag39 berpendapat bahwa muatan ketentuan pada SE Dirjen 

Bimas Islam tahun 2021 memang berisi ketentuan pelaksanaan yang penting 

untuk dipedomani Pegawai Pencatat Nikah serta ketentuan tersebut berlaku 

secara luas untuk masyarakat umum, dan hal ini dibenarkan ketentuan 

perundang-undangan.40 Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat hal 

mendesak sehingga perlu dikeluarkan ketentuan penikahan dalam masa idah istri 

dalam bentuk naskah dinas Surat edaran. Alasan peneliti bahwa hal yang diatur 

SE 2021 tidak mendesak ialah karena telah ada ketentuan SE 1979 yang 

mengatur secara jelas larangan pria bekas suami menyelenggarakan kawin 

dengan wanita lain apabila wanita bekas istrinya telah selesai menjalani masa 

idah.  

Menurut pendapat peneliti, jika SE 1979 terbukti tidak efektif dan 

memerlukan peninjauan seperti yang dijelaskan pada bagian awal SE 2021, 

                                                           
37 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo 
38 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Kota Palopo 

pada 20 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di Kota Palopo 
39 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas pada Kementerian Agama 
40 Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 
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maka dapat disimpulkan bahwa lembaga atau pejabat yang memiliki wewenang 

harus memiliki waktu yang memadai untuk merumuskan ketentuan sesuai 

dengan peraturan per-undang-undangan serta prinsip-prinsip Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti yang diatur dalam UU AP. Pejabat 

yang memiliki kewenangan juga seyogyanya mengetengahkan kemungkinan 

bahwa salah satu faktor Surat Edaran tahun 1979 tidak efektif ialah karena 

ketentuan tersebut dimuat dalam naskah dinas surat edaran yang bukan termasuk 

ketentuan per-UU, sehingga tidak terdapat pula ketentuan sanksi apabila terdapat 

pelanggaran baik dilakukan oleh pelaksana yaitu PPN ataupun masyarakat 

umum. 

Peneliti berpendapat bahwa apabila SE 1979 tidak efektif Lembaga atau 

pejabat yang berwenang atau bahkan Dewan Perwakilan Rakyat selaku badan 

legistalif negara seyogyanya menyusun muatan ketentuan mengenai masa 

tunggu suami terhadap idah istri yang kemudian dituangkan minimal dalam 

Surat Keputusan atau Peraturan Menteri Agama atau bahkan UU yang mana 

lebih memiliki kepastian hukum karena mengikat semua pihak sehingga 

memberikan dampak dan manfaat lebih luas dan masif. Peraturan tersebut juga 

bisa mencakup ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar, termasuk 

PPN KUA, pejabat berwenang lainnya, atau masyarakat. Hasil peninjauan ini 

sebaiknya dituangkan dalam bentuk minimal Surat Keputusan atau Peraturan 

Menteri Agama, yang mengatur pengertian, kerangka, kewenangan, format, dan 

tata cara penulisannya sesuai dengan pedoman yang berlaku. pada per-UU 
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sehingga masuk dalam hierarki ketentuan per-UU,41 atau bahkan bentuk 

peraturan yang lebih tinggi derajatnya.  

Aturan mengenai pernikahan yang dilakukan sementara mantan istri 

masih dalam masa idah juga bisa diterbitkan dalam bentuk naskah dinas berupa 

Instruksi. Instruksi ini adalah dokumen resmi yang berisi perintah atau arahan 

terkait ketentuan pernikahan selama masa idah, atau bahkan instruksi untuk 

memedomani kembali Surat Edaran tahun 1979 jika ketentuan pernikahan dalam 

masa idah istri tersebut masih dalam proses penyusunan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

Peneliti berpendapat bahwa jika peraturan yang mengatur masa tunggu 

suami terhadap idah istri ini dikeluarkan atau ditetapkan dalam lingkup per-UU 

baik secara formil dan materil, maka akan membawa dampak nyata sebagai 

bukti negara turut hadir memberikan pembaruan hukum islam khususnya tentang 

perkawinan islam dan sebagai upaya peningkatan perlindungan perempuan yang 

berhadapan dengan hukum di mana laki-laki juga telah diberi kewajiban yang 

sama ketika perempuan menjalani masa idahnya yang terlarang baginya untuk 

menikah kecuali dengan bekas suaminya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip 

peraturan per-undang-undangan yang mengutamakan keseimbangan, keserasian, 

keselarasan, dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. 

                                                           
41 Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Pembentukan per-UU 
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BAB IV 

PERNIKAHAN DALAM MASA IDAH ISTRI PERSPEKTIF AL-ŻARĪʻAH 

 

A. Gambaran Umum Teori Al-Żarῑʻah 

1. Pengertian Al-Żarῑʻah 

Al-Żarῑʻah  berasal  dari bahasa arab dengan bunyi kata  yang sama  yaitu 

  yang  secara kebahasaan memiliki  arti suatu perantara  menuju sesuatu.1  الَذَّريِعَة

Al-Żarῑʻah menurut al-Manzur ialah jalan yang menyampaikan seseorang 

kepada sesuatu dan jalan itu sebagai perantara.2  

Al-Żarῑʻah secara terminologis menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah 

jalan menuju sesuatu atau media atau sering diistilahkan sebagai wasīlah, dan 

dapat merujuk pada perantara yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang atau 

sesuatu yang dianjurkan.3 Pandangan sedikit berbeda diutarakan Imam al-

Syaukânî bahwa pengertian al-żarῑʻah adalah:4 

َََيََهََِةَ يعََرَِلذََّاََ
ظ ورَِ،َوَتَ وَصَّل َبِِاََإَِةَ حََبََاَالَِهََرَ اهََِظََتَِالََّةَ لَأَََسَ ال َح 

َلَََفِع لَِال
Terjemahnya: Al-Żarῑʻah ialah sebuah permasalahan (perkara) yang secara 

eksplisit (jelas) diperbolehkan, namun dijadikan perantara 

(waşîlah) untuk pekerjaan yang terlarang (al-maḥẓûr).5 

 

Ibnu Taimiyah mengartikan al-żarῑʻah ialah sesuatu yang menjadi jalan 

kepada sesuatu yang lain.6 Al-Żarῑʻah secara mudahnya peneliti dapat 

                                                           
1 Al-Syâtibi, al-Muwâfaqat fi Uşûl al-Fiqh Jilid 4, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, tanpa tahun), 199 
2 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital 

Publishing, 2020), 31. 
3 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 103 
4 Muhammad bin ‘Ali al-Syaukânî, Irshâd al-Fuḥûl ilâ Tahqîqi al-Haqqi min Ilmi al-Uşûl, Juz 2 (Riyad: 

Dâr al-Fadilah, 2000), 1007. 
5 Mujiburrohman, dan Mohsi. “Konstruksi I`lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan 

Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)”, Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, 

Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum 

Pamekasan, Vol. 3 No. 1, (Juni 2017): 28-29, https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916.  
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gambarkan bahwa untuk bisa melaksanakan suatu perbuatan utama yang 

dianjurkan atau yang terlarang, seorang mukallaf (subjek yang dikenai hukum) 

mesti sebelumnya melakukan suatu perbuatan awal yang mendahuluinya. 

Kewajiban untuk melakukan atau menghindarkan perbuatan yang mendahului 

perbuatan utama itu ada yang hukumnya oleh syara’ terdapat pengaturan secara 

langsung, dan ada pula yang tidak terdapat peraturan secara langsung. Misalnya: 

berwudhu merupakan perbuatan perantara bagi pelaksanaan shalat wajib, 

sehingga wudhu dihukumi wajib. Contoh lainnya ialah khalwat sebagai 

perbuatan perantara kepada perbuatan yang diharamkan yaitu zina, maka 

khalwat dihukumi haram. Permasalahan ini oleh para ulama tidak dibahas lebih 

lanjut karena telah jelas hukumnya. Maka hal tersebut melahirkan kaidah: 

َََمَِكَ حَ كَََلََِائَِسََوََل لََِ
َدَِاصَِقََال

Terjemahnya: Perantara (wasilah) itu (hukumnya) sebagaimana hukum yang 

berlaku pada apa yang dituju (maqasid). 

 

Permasalahan yang dibahas para ahli ushul adalah perbuatan perantara  

(pendahuluan) yang tidak memiliki landasan hukum. Suatu perbuatan yang 

menjadi perantara itu dinamai oleh mereka dengan al-żarῑʻah.7 Untuk lebih 

memperjelas lagi pemahaman tentang al-żarῑʻah, peneliti memaparkan sumber 

ketetapan hukum yang dalam hal ini terbagi atas dua unsur, yaitu:8 

1. Maqāṣid (tujuan/sasaran), yakni perbuatan-perbuatan yang memiliki 

dampak manfaat maupun kerusakan. 

                                                                                                                                                                          
6 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital 

Publishing, 2020), 30. 
7 Hifdhotul Munawaroh. “Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, 

Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 

Vol. 12 No. 1, (2018): 64, https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584. 
8 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah 

yang Praktis, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2011), 99. 
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2. Wasāil (perantara), yakni perbuatan perantara atau jalan yang mengantarkan 

kepada tujuan, hukum perbuatan perantara tersebut mengikut kepada hukum 

perbuatan yang menjadi sasarannya, apakah itu haram atau halal. 

Di antara kedua sumber ketetapan hukum di atas, dari segi peringkat 

hukumnya, ketetapan hukum terhadap perantara lebih ringan dibandingkan 

ketetapan hukum yang ada pada sasaran. Pendapat dari Imam al-Qarafi 

mengutarakan pada pokoknya perbuatan perantara yang menuju kepada sasaran 

yang paling baik adalah sebaik-baik jalan, perbuatan perantara yang menuju 

kepada sasaran yang paling buruk adalah seburuk-buruk jalan, jalan yang menuju 

kepada tujuan yang bertentangan adalah bertentangan pula.9 

Dasar yang menjadikan al-żarῑʻah sebagai salah satu sumber utama 

hukum Islam adalah analisis terhadap dampak dari suatu tindakan. Tindakan 

perantara akan mendapatkan penetapan hukum yang sama seperti hasil akhirnya, 

terlepas dari apakah dampak tersebut diinginkan atau tidak.10 Maka perbuatan 

perantara yang mengantarkan kepada perbuatan mubah menjadi dihukumi mubah, 

perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan haram menjadi 

dihukumi haram, dan perbuatan perantara yang mengantarkan kepada perbuatan 

wajib menjadi dihukumi wajib.11 Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat 

menyimpulkan bahwa al-żarῑʻah merupakan suatu metode penggalian atau 

perumusan (istinbaṭ) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu 

perbuatan perantara (waşîlah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan 

sasaran (maqāṣid) yang terlarang atau ternyata dianjurkan. 

                                                           
9 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj, Saefullah Ma’shum. dkk, Ushul Fiqh: Prof Muhammad 

Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439. 
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih, (Jakarta: Logos, 1996), 141-142. 
11 Muhammad Abu Zahrah dan Saefullah Ma’shum, dkk. Terjemahan Kitab Ushul Fiqh: Prof 

Muhammad Abu Zahrah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439. 
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2. Dasar Hukum Hujah Al-Żarῑʻah (Ahistoris) 

Al-Żarῑʻah ialah salah satu alat atau metode penggalian atau 

penemuan hukum syara’ (istinbaṭ al-ḥukm). Akan tetapi, al-Żarῑʻah 

dikategorikan sebagai dalil syara’ yang tidak disepakati semua ulama 

penggunaannya. Meskipun Al-Żarῑʻah ditempatkan dalam metode penetapan 

hukum yang diperselisihkan penggunaannya, pemahaman lainnya ialah meski 

syariat tidak menentukan secara eksplisit mengenai peraturan suatu perbuatan, 

namun ternyata perbuatan tersebut merupakan perbuatan perantara yang dapat 

menggiring menuju perbuatan yang jelas-jelas terlarang, maka tindakan 

perantara tersebut dianggap memiliki hukum yang sama dengan tindakan yang 

sudah diatur oleh syariat. 

Peneliti memiliki keterbatasan literatur yang membahas terperinci 

tentang kronologis sejarah perkembangan Al-Żarῑʻah sebagai suatu metode 

istinbaṭ al-ḥukm. Namun peneliti berupaya memaparkan dasar hukum al-żarī’ah 

berdasarkan literatur yang didapatkan peneliti secara terbatas perspektif 

ahistoris. Al-Żarῑʻah menurut M. Jafar sudah diterapkan semenjak masa 

Rasulullah Saw. dalam beberapa kasus, tetapi ulama telah menjadikan Hadis 

Rasulullah Saw. sebagai hujjah metode sadd al-żarῑʻah tanpa menggunakan 

istilah tersebut.12 Salah satunya Hadis Riwayat Muslim Nomor 2382:13 

ثَ نَاَاب نَ وََ َراَفِعٍَحَدَّ َب ن  ثَ نَاَمُ َمَّد  َحَدَّ َعَب دَِاللََِّّ َنََفِعٍَعَن  َعَن  بََنََََالضَّحَّاك  َأَبَِف دَي كٍَأَخ 
َوَال يَ و مَِال َ َبِللََِّّ َت  ؤ مِن  رأَةٍَ َلَِم  َوَسَلَّمََقاَلََلَََيََِلُّ َصَلَّىَاللََّّ َعَلَي هِ َالنَّبِيِ خِرَِب نَِع مَرََعَن 

َوَمَعَهََ َمَسِيرةَََثَلََثَِليََالٍَإِلََّ  اَذ وَمَُ رَمٍَت سَافِر 

                                                           
12 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital 

Publishing, 2020), 60. 
13 Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid X, (Beirut: Daar al-Ma’rifah, tanpa tahun), 102. 
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Terjemahnya: Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu 

Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Al-Ḍaḥâk telah 

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, 

dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam, beliau bersabda: 

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah 

dan hari akhirat selama tiga hari, kecuali disertai 

mahramnya.".14 

 

Bersunyi-sunyi dua orang antara laki-laki dengan perempuan yang 

bukan mahram (ajnabiyah) termasuk perbuatan khalwat, meskipun dalam rangka 

atau niat baik seperti membaca atau belajar al-Qur’an dan melakukan perjalanan 

Bersama walaupun misalnya untuk mengerjakan ibadah haji atau berkunjung ke 

rumah orang tua, hal ini semata-mata untuk menutup jalan (sadd al-żarῑʻah) 

akan timbulnya fitnah.  

Pada masa kepemimpinan sahabat yaitu Umar bin Khattab sebagai 

khalifah juga menetapkan talak tiga dengan sekali ucap dinyatakan jatuh talak 

tiga pula. Hal ini sebagai hukuman bagi suami serta menutup jalan (sadd al-

żarῑʻah) mencegah seseorang untuk mempermainkan hukum Allah Swt. Begitu 

pula pada masa kepemimpinan khalifah Utsman bin Affan yang memerintahkan 

untuk memungut unta yang hilang atau tersebut. Padahal pada masa Rasulullah 

Saw. hukum benda yang tercecer atau hilang ialah tidak boleh disentuh sehingga 

dibiarkan begitu saja sampai ditemukan oleh pemiliknya.15 

Metode kerangka penetapan hukum al-żarī’ah sebagaimana yang 

dicontohkan pada masa Rasulullah Saw. dan sahabat inilah yang diambil secara 

teoritis oleh imam mazhab. Imam Malik ibn Anas dianggap orang pertama yang 

merumuskan al-żarī’ah (sadd al-żarῑʻah) sebagai suati metode penemuan hukum 

                                                           
14 Al-Nawawi dan Khalil Ma’mun Syiha. Terjemahan Kitab Syarah Shahih Muslim Jilid 6, (Jakarta: 

Darus Sunnah, 2012), 621 
15 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital 

Publishing, 2020), 68. 
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yang kemudian diikuti Imam Ahmad ibn Hambal.16 Ulama dari mazhab Maliki 

dan Hambali menganggap bahwa sadd al-żarī’ah diterima sebagai metode dalam 

penetapan hukum Islam, dan mereka menggunakan ayat dalam Q.S. al-An’am 

/6:108 sebagai dalil pendukung:17 

نَِاللَّيَِٰ َد و  ع و نََمِن  َفَ يَس بُّواَاللَّيََٰوَلَََتَس بُّواَالَّذِي نََيَد 
وًاَ  لِكََزَي َّنَّاَلِك ليَِا مَّةٍَكَذََََٰبِغَير َِعِل مٍَ ََعَد 

 َ
اِلَََٰعَمَلَه م  كََان  و اَيَ ع مَل و نَََرَبِيَِِثُ ََّ َبِاَ َفَ ي  نَ بيِئ  ه م  َمَّر جِع ه م    م 

Terjemahnya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah 

selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 

melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, 

Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. 

Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, 

lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah 

mereka kerjakan. 

 

Syaikh Abdurrahman As-Sa'di memberikan penafsiran ayat diatas 

bahwa Allah Swt. melarang bagi umat Islam akan permasalahan yang pada 

hakikatnya adalah boleh, seperti mencela berhala kaum musyrik. Akan tetapi 

bila hal tersebut justru menjadikan Allah Swt. Sang Pencipta alam dicela maka 

Allah melarang perbuatan itu. Ayat ini digunakan sebagai dasar untuk prinsip 

hukum yang menyatakan bahwa "sarana memiliki hukum yang sama dengan 

tujuannya," yang berarti jika sarana tersebut mengarah pada sesuatu yang 

terlarang, maka sarana itu dianggap haram meskipun asalnya diperbolehkan.18 

Hadis dari Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī 

(Nomor 5973) dan Imam Muslim (Nomor 90) juga menjadi landasan bagi pihak-

                                                           
16 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam, (Bandung: Bitread Digital 

Publishing, 2020), 71. 
17 Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 

2019, Cet. 1, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), 

192 
18 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah Bulughul Maram, 

Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 403-404. 
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pihak yang mendukung penerimaan sadd al-żarī’ah sebagai metode dalam 

penetapan hukum Islam:19 

روَِب نَِال عَاصَِ َب نَِعَم  َعَب دَِاَللََِّّ عَن  ه مَا-وَعَن  ََ-رَضِيََاَللَََّّ  َصلىَاللهَ–أَنََّرَس ولََاَللََِّّ
َالَرَّج ل ََ–قاَلَ:ََ–عليهَوسلمَ َالَ كَبَائرَِِشَت م َالَرَّج لَِوَالِدَي هِ.َقِيلَ:َوَهَل َيَس بُّ مِن 

َأ مَّهَ  َأ مَّه ,َفَ يَس بُّ َأَبَه ,َوَيَس بُّ َأَبََالَرَّج لِ,َفَ يَس بُّ  وَالِدَي هِ?َقاَلَ:َنَ عَم .َيَس بُّ
Terjemahnya: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhuma 

bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, 

“Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya.” 

Ada seseorang bertanya, “Mungkinkah ada seseorang yang 

memaki orang tuanya sendiri?” Beliau bersabda, “Ya, ia memaki 

ayah orang lain, lalu orang lain memaki ayahnya dan ia memaki 

ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya.” 

 

Ibnu Batthal menjelaskan bahwa hadis diatas dijadikan asal dari 

metode penetapan hukum Islam sadd al-żarῑʻah, di mana metode tersebut dapat 

digunakan terhadap suatu perkara yang menggiring kepada sesuatu yang 

terlarang, maka perbuatan itu pun terlarang dan dihukumi haram walaupun sang 

pelaku tersebut tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan haram. Adapun 

perbuatan asal yang dicantumkan pada hadis diatas, merupakan perbuatan 

haram, maka maksud atau tujuan dari hal tersebut juga dihukumi haram pula.20 

Berbeda dengan ulama mazhab Maliki dan Hambali yang 

menganggap sadd al-żarī’ah sebagai dasar dalam penetapan hukum, ulama dari 

mazhab Hanafi dan Syafi’i hanya menerima sadd al-żarī’ah untuk beberapa 

kasus tertentu dan menolak penggunaannya untuk kasus lainnya. Ulama dari 

mazhab Hanafi dan Syafi’i menerapkan sadd al-żarī’ah hanya jika ada 

kekhawatiran yang pasti atau dugaan kuat bahwa tindakan tersebut akan 

menimbulkan kerusakan. Bukti ulama Hanafiyah maupun Syafi’iyyah 

                                                           
19 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah Bulughul …, 402. 
20 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Mukhlis B. Mukti, dkk., Terjemahan Syarah …, 403-404. 
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mengamalkan prinsip sadd al-żarῑʻah dapat dilihat dari beberapa contoh 

berikut:21 

1. Imam Syafi’i membolehkan orang sakit dan sedang bepergian untuk tidak 

melaksanakan salat jumat dan hanya diganti dengan melaksanakan sholat 

ẓuhur. Namun menurut pandangan imam Syafi’i, mengganti salat jumat 

dengan sholat ẓuhur itu dilakukan agar terhindar dari tuduhan sengaja 

meninggalkan salat jumat. 

2. Imam Syafi’i melarang seorang yang membunuh pewaris menjadi ahli 

waris. Hal ini untuk menutup kemungkinan ahli waris membunuh orang 

yang akan orang tuanya untuk segera mendapatkan bagiannya. 

3. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berpuasa pada hari 

syak (akhir bulan Syaban) sebaiknya melakukannya secara diam-diam, 

terutama jika dia adalah seorang mufti, agar tidak menimbulkan tuduhan 

bahwa dia sedang berpuasa pada hari syak tersebut. 

Salah satu dari kaidah fikih yang berkembang di kalangan ulama 

mazhab Hanafi dan Syafi’i yang dijadikan pula dasar penggunaan sadd al-

żarῑʻah yaitu: 

َََء رََ دََ
ََبَِلَ ىَجََلََعَََمَ دَ قََمَ َدَِاسَِفََال

َ
َحَِالَِصََال

Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada 

mendatangkan kemanfaatan. 

 

Kaidah tersebut merupakan prinsip dasar yang mencakup berbagai 

masalah terkait di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga berhubungan dengan 

                                                           
21 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih…, 168-170. 
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prinsip ini, termasuk sadd al-żarī’ah, karena sadd al-żarī’ah pada dasarnya 

berfokus pada pencegahan kerusakan.22 

Peneliti dengan berdasarkan pendapat ulama ushul fikih sebagaimana 

paparan diatas, menyimpulkan bahwa penerimaan sadd al-żarῑʻah sebagai suatu 

metode dalam menetapkan hukum dapat diterima hamper seluruh ulama fikih. 

Maka Peneliti selanjutnya lebih banyak membahas dan menggunakan sadd al-

żarῑʻah sebagai variabel dalam menganalisis suatu masalah yang dijadikan 

pembahasan peneliti dalam penelitian ini, tanpa menafikan penggunaan fatḥ al-

żarῑʻah termasuk dalam penelitian ini. 

3. Bentuk Al-Żarῑʻah 

Peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai bentuk al-żarῑʻah 

karena berkaitan dengan pembahasan sub-subbab selanjutnya terkait hujjah al-

żarῑʻah. Al-Żarῑʻah menurut pendapat Imam al-Qarafi dan Ibnu Qayyim al-

Jauziyah memiliki 2 (dua) bentuk yaitu: 

a. Sadd al-żarῑʻah 

Sadd secara bahasa artinya menutup, menghalangi, menghambat.23 

Imam Al-Syatibi memberikan pengertian sadd al-żarῑʻah ialah: 

سَدَةٍَ لَحَة َإِلَََمَف   الَت َّوَصُّل َبِاًَه وًَمًص 
Terjemahnya: Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung 

manfaat (maslahat) menuju pada suatu kemafsadahan 

(kerusakan). 

 
Sadd al-żarῑʻah menurut Wahbah Zuhaili berarti menutup akses 

terhadap tindakan yang secara prinsip diperbolehkan, tetapi digunakan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dapat menimbulkan kerusakan. 

                                                           
22 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan …, 164. 
23 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam …, 39. 
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Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi dilarang.24 Adapun Imam al-

Syaukânî memberikan definisi sadd al-żarῑʻah sebagaimana pengertian 

umum al-żarῑʻah yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya.  

Peneliti berdasarkan definisi-defisini sadd al-żarῑʻah diatas, lebih 

condong dengan pengertian Imam Al-Syatibi yang lebih mudah dipahami 

bahwa sadd al-żarῑʻah yaitu suatu metode penggalian atau perumusan 

(istinbaṭ) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan 

perantara (waşîlah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran 

(maqāṣid) yang terlarang sehingga jalan perantara harus ditutup pula. 

Sebagai contoh, menerima hadiah dari orang lain pada umumnya 

diperbolehkan. Namun, bagi seorang hakim, menerima hadiah dari pihak 

yang terlibat dalam kasus sebelum keputusan diambil adalah haram. Hal ini 

karena bisa menimbulkan ketidakadilan dan bias dalam proses pengambilan 

keputusan. 

Imam al-Syatibi juga menjelaskan terkait sadd al-żarῑʻah bahwa 

terdapat kriteria suatu kegiatan itu menjadi dilarang, di antaranya yaitu;25 

1) Perbuatan yang awalnya mubah ternyata mengandung mafsadat; 

2) Kemafsadahan lebih kuat dibanding manfaatnya; 

3) Perbuatan yang dibolehkan syariat ternyata memuat unsur 

kemafsadahan lebih besar. 

b. Fatḥ al-żarῑʻah 

Fatḥ al-żarῑʻah merupakan kebalikan dari sadd al-żarῑʻah. Fatḥu 

memiliki arti membuka. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan definisi 

                                                           
24 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166 
25 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih …, 104 
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fatḥ al-żarῑʻah adalah tindakan yang mengarah pada sesuatu yang 

dianjurkan atau bahkan diwajibkan oleh syara’. Contohnya, jika salat Jumat 

dianggap wajib, maka menghentikan aktivitas lain untuk melaksanakan salat 

Jumat juga menjadi wajib.26 Perbuatan yang menciptakan manfaat harus 

didorong dan dianjurkan, dikarenakan hal itulah tujuan yang diperintahkan 

dalam Islam. Misalnya, anjuran untuk membuat pabrik industri tekstil yang 

berguna membantu orang menutup auratnya, hal ini ialah perbuatan baik 

yang menghasilkan kebaikan pula.27 

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak 

termasuk dalam kategori al-żarī’ah, melainkan lebih tepat dianggap sebagai 

langkah awal (muqaddimah) dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain, jika 

suatu tindakan wajib harus dilakukan, maka semua upaya yang dilakukan 

untuk melaksanakan kewajiban tersebut juga dianggap sebagai kewajiban. 

pula sebagaiamana kaidah di bawah ini:28 

َبَ اجَِوَََوََهَ ف َََهََِبَِلَََّاََِبَِاجَِالوَََمَُّتََِيََاَلَََمََ
Terjemahnya: Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, 

maka sesuatu yang lain itu pun wajib. 

 

Begitu pula setiap perantaraan atau jalan yang membawa kepada 

perbuatan yang diharamkan, maka hal itupun terlarang atau haram, 

sebagaimana kaidah berikut:29 

 امَ رََحَََوََهَ ف َََامٍَرََىَحََلََعَََلََّمَاَدََ
Terjemahnya: Segala sesuatu yang menuju terciptanya sesuatu yang haram, 

maka sesuatu itu pun diharamkan. 

 

                                                           
26 Nasrun Haroen, Ushul Fiqih…, 171 
27 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 236. 
28 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih …, 109 
29 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih …, 110  
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Peneliti berdasarkan pemaparan diatas dapat menyimpulkan bahwa 

fatḥ al-żarῑʻah merupakan suatu metode penggalian atau perumusan 

(istinbaṭ) Hukum Islam yang menggunakan kajian terhadap suatu perbuatan 

perantara (waşîlah) yang ternyata membawa kepada suatu perbuatan sasaran 

(maqāṣid) yang ternyata dianjurkan atau wajib. Maka terhadap jalan 

perantara tersebut harus tetap dibuka. 

Sebagian ulama Malikiyyah dan Hanabilah juga berpendapat 

membolehkan pula sesuatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang, dengan 

tujuan untuk membuka jalan terjadinya hal-hal atau perbuatan yang 

bermanfaat.30 Misalnya penyerahan harta tebusan kepada musuh yang 

menawan kaum muslimin. Ditinjau dari hukum asal, maka hal tersebut 

merupakan haram karena dapat menguatkan musuh, dan mengancam 

kedudukan kaum muslimin. Namun perbuatan tersebut menjadi jaiz/mubah 

karena menjadi wasilah untuk pembebasan kaum muslimin yang ditawan 

oleh musuh, sekaligus memperkokoh pasukan muslimin. Ataupun contoh 

lain ialah memberikan uang kepada orang-orang yang menghalangi 

perbuatan haji. Hal tersebut untuk terlaksananya ibadah haji yang sedang 

mereka jalani. 

4. Macam Al-Żarῑʻah 

Ulama ahli ushul fikih membagi pengelompokan al-żarῑʻah menjadi 

dua segi yaitu: 

a. Al-Żarῑʻah dari segi kualitas kemafsadahan 

                                                           
30 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi, (Jakarta: 

Kencana, 2013), hlm. 101., lihat, Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh…, 449. 
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Imam al-Syatibi membagi segi al-żarῑʻah menjadi empat macam, yaitu:31 

1) Tindakan yang mengarah pada kerusakan pasti dianggap sebagai 

tindakan yang harus dihindari. Ini berarti jika tindakan al-żarī’ah tidak 

dihindari, akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, jika 

seseorang menggali lubang di tanah dekat pintu rumah orang lain pada 

waktu gelap, maka setiap orang yang keluar dari rumah tersebut akan 

berisiko jatuh ke dalam lubang itu. Meskipun menggali lubang itu 

sendiri diperbolehkan, melakukannya dalam kondisi seperti ini akan 

menimbulkan kerusakan. 

2) Tindakan yang cenderung mengarah pada kerusakan atau memiliki 

kemungkinan besar menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika al-

żarī’ah dilakukan, ada kemungkinan besar akan menimbulkan efek 

negatif atau tindakan terlarang. Misalnya, menjual anggur kepada 

pabrik yang memproduksi minuman keras. Meskipun menjual anggur 

itu sendiri diperbolehkan dan tidak semua anggur yang dijual harus 

diubah menjadi minuman keras, biasanya pabrik minuman keras 

membeli anggur untuk diproses menjadi minuman keras. 

3) Tindakan yang jarang mengarah pada perbuatan terlarang atau 

kerusakan berarti bahwa kemungkinan besar tindakan tersebut tidak 

akan menyebabkan kerusakan. Sebagai contoh, menggali lubang di 

kebun pribadi yang jarang dikunjungi orang. Biasanya, tidak ada 

orang yang lewat di area tersebut. Namun, tetap ada kemungkinan 

seseorang yang tersesat bisa lewat dan terjatuh ke lubang tersebut. 

                                                           
31 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1, (Parepare: Nusantara Press IAIN Parepare, 2019),  132- 
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4) Tindakan yang memiliki manfaat tetapi juga berpotensi besar 

menyebabkan kerusakan berarti bahwa jika al-żarī’ah dilakukan, 

seringkali akan mengarah pada perbuatan yang merugikan. Sebagai 

contoh, menjual alkohol, parang, gunting, pisau kecil, atau barang 

sejenisnya di pasar tradisional secara bebas pada malam hari bisa 

mengakibatkan risiko seperti itu.. 

b. Al-żarῑʻah dari segi kemafsadahan yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim, 

membagi al-żarῑʻah menjadi dua yaitu:32 

1) Waşîlah yang mengantarkan kepada suatu kemafsadahan, seperti 

minum tuak yang mengakibatkan mabuk, sedangkan mabuk adalah 

perbuatan yang mafsadah. 

2) Waşîlah yang secara prinsip diperbolehkan atau bahkan dianjurkan, 

tetapi bisa menjadi jalan menuju perbuatan haram, baik secara sengaja 

maupun tidak, seperti seorang pria menikahi wanita yang telah 

diceraikan tiga kali untuk tujuan agar wanita tersebut bisa kembali 

kepada suami pertamanya (nikah muhallil).  

Ibnu Qayyim membagi kategori ini menjadi dua bentuk: tindakan yang 

manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, dan tindakan yang 

kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Ibnu Qayyim juga 

mengelompokkan dampak hukum dari kedua jenis tindakan al-żarī’ah 

tersebut menjadi empat kategori., yaitu:33 

1) Melakukan perbuatan yang merugikan secara sengaja, seperti minum 

tuak, adalah tindakan yang dilarang oleh syariat 

                                                           
32 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 …, 132-137 
33 Rusdaya Basri, Ushul Fikih 1 …, 132-137 
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2) Tindakan yang pada dasarnya dianjurkan atau diperbolehkan, namun 

bisa menjadi waşîlah yang menggiring kepada perbuatan yang telah 

dianggap haram, baik secara sengaja atau tidak. Contohnya, seorang 

pria menikahi wanita yang telah diceraikan tiga kali oleh suaminya 

dengan tujuan agar wanita tersebut bisa kembali kepada suami 

pertamanya (nikah al-taḥlil). 

3) Tindakan yang secara hukum diperbolehkan dan tidak dimaksudkan 

untuk menyebabkan kerusakan, namun dapat menimbulkan kerusakan, 

seperti mencela persembahan orang musyrik yang bisa menyebabkan 

mereka mencela Allah Swt. 

4) Aktivitas yang pada prinsipnya diperbolehkan tetapi kadang-kadang 

dapat mengarah pada kerusakan. Misalnya, melihat perempuan yang 

dilamar. Menurut Ibn Qayyim, jika manfaat dari tindakan tersebut lebih 

besar, maka hukumnya diperbolehkan sesuai kebutuhan. 

5. Relevansi Sadd Al-Żarῑʻah dengan Maqâsid al-Syarīʻah 

Maqâsid al-Syarīʻah menurut al-Syatibi adalah semua aktivitas yang 

terkait dengan aturan syariat yang tidak dimaksudkan dirinya, namun 

dimaksudkan makna lain yaitu kemaslahatan yang diyariatkan hukum untuknya. 

Adapun maqâsid al-syarīʻah menurut ibn Qayyim ialah sesuatu yang tidak 

dilihat kepada makna lahirnya saja, tetapu ada makna lain yang terkandung di 

balik itu. Al-Fasi menerangkan bahwa maqâsid al-syarīʻah ialah hasil dan 

rahasia-rahasia hukum syariat yang dibuat pada tiap-tiap hukum-Nya.34  

                                                           
34 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam …, 247-248. 
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Penulis cenderung memilih definisi dari Abdul Wahab Khallaf bahwa 

maqâsid al-syarīʻah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang terpelihara 

oleh Syari’ pada seluruh aspek pensyariatan untuk memastikan kemaslahatan 

manusia dengan menanggung seluruh kebutuhan primer (ḍaruriyyat), kebutuhan 

sekunder (ḥajiyyat), dan kebutuhan tersier (taḥsiniyyat).35 Maqâsid al-Syarīʻah 

merupakan tujuan dari syariat yang datang untuk memastikan kemaslahatan bagi 

makhluk ciptaan-Nya. Al-Żarῑʻah diumpamakan sebagai pengikat prinsip umum 

berupa perantara yang membawa kepada kemaslahatan dan mencegah dari 

kerusakan serta juga merupakan salah satu jalan dari berbagai jalan penting bagi 

maqâsid al-syarīʻah, sehingga dengan kata lain bahwa al-żarῑʻah merupakan 

penjaga yang memastikan adanya maqâsid al-syarīʻah. 

Teori al-żarῑʻah diambil berdasarkan nas-nas suatu hukum tertentu yang 

secara implisit menggambarkan tujuan yang lebih umum. Perintah ataupun 

larangan pada nas suatu hukum tertentu tersebut merupakan sarana (al-wasīlah) 

untuk mencapai suatu wujud tujuan umum (maqâsid al-syarīʻah al- ‘âmmah). 

Bahkan secara khusus kaidah sadd al-żarῑʻah berhubungan erat dengan maqâsid 

al-syarīʻah sebagai pelestari maslahat. Sadd al-żarῑʻah ditujukan untuk 

memastikan segala kemaslahatan yang kuat tercapai dan disisi lain juga 

menghilangkan kerusakan-kerusakan kuat yang dimungkinkan ada. Maka 

apabila jalan yang dibenarkan (mubah) apabila dalam suatu kondisi kemudian 

ternyata menuju kepada kerusakan yang kuat yang mungkin timbul, maka jalan 

tersebut harus dicegah. 

 

                                                           
35 Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fiqih, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 198. 
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6. Rukun dan Prinsip serta Syarat Penetapan Hukum Al-Żarῑʻah 

Muhammad Hasyim Al-Burhani menjelaskan bahwa al-żarῑʻah 

memiliki rukun atau unsur-unsur yaitu:36 

a. Sesuatu sarana yang menjadi jalan atau perantara (al-wasīlah); 

b. Yang menyampaikan atau menjerumuskan, maksudnya ialah jalan atau 

perbuatan tersebut kuat dugaan akan menyampaikan atau menjerumuskan 

seseorang. (al-ifḍa’). Unsur ini yang menjadi penghubung antara dua unsur 

lainnya yakni terdapat dugaan atau tuduhan yang masif terhadap wasīlah 

tersebut akan mengantarkan kepada kerusakan. 

c. Perbuatan yang disampaikan kepadanya, maksud sampai kepadanya ialah 

perbuatan yang terlarang. (al-mutawassil ilaih).  

Rukun tersebut diatas ditentukan para ulama sebagai al-mamnu’ 

(halangan atau yang dihalangi). Oleh karenanya, apabila perbuatan tersebut 

tidak terlarang atau diperbolehkan, maka jalan tersebut dihukumi diperbolehkan 

atau tidak terlarang. 

Peneliti berdasarkan unsur-unsur diatas dapat memberikan contoh 

analisa dengan mengambil kasus penerimaan hadiah oleh Hakim sebagaimana 

yang telah dijelaskan diatas. Pemberian hadiah hukum asalnya ialah 

diperbolehkan, ini merupakan al-wasīlah atau perbuatan perantara yang dapat 

menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun pihak yang berperkara 

memberikan hadiah kepada Hakim sebelum perkara diputuskan dengan niat atau 

                                                           
36 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam …, 103-104 & Mujiburrohman, 

dan Mohsi. “Konstruksi I`lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan 

Perspektif Sad Al-Dzariah)”, Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman Badan Penelitian, Pengembangan, dan 

Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Pamekasan, Vol. 3 No. 1, 

(Juni 2017): 230-31, https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916. 
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tujuan tertentu, inilah yang al-ifḍa’ yang memunculkan praduga yang masif 

bahwa al-wasīlah tersebut menjerumuskan Hakim menuju kerusakan. Kerusakan 

yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya ketidakadilan atau 

ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atas kasus yang sedang 

diperiksanya, yang tentu hal tersebut merupakan perbuatan dilarang (al-

mutawassil ilaih), karena Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib 

berlaku imparsial dan adil. 

Implementasi al-żarῑʻah dapat dilaksanakan apabila sesuai tujuannya. 

Jika metode al-żarῑʻah dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menghambat 

pelaksanaan tindakan yang seharusnya diperbolehkan, dianjurkan, atau bahkan 

wajib. Pelaksanaan sadd al-żarῑʻah secara berlebih-lebihan dapat berakibat 

melarang kepada yang mubah, misalnya pelarangan umat untuk mengurus harta 

anak yatim atau harta wakaf disebabkan karena ketakutan terhadap berbuat 

zalim.37 Pelaksanaan fatḥ al-żarῑʻah yang berlebihan akan mengakibatkan 

membuka sesuatu jalan menuju mafsadat, bahkan menghalalkan yang haram, 

contohnya adalah tindakan mencuri dengan alasan untuk memberi makan kepada 

fakir miskin dan anak yatim. 

Berkaitan dengan al-żarῑʻah, terdapat beberapa hal-hal atau prinsip-

prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya:38 

1. Sadd al-żarῑʻah dipakai apabila menjadi metode yang menghindarkan 

terhadap sesuatu yang memunculkan mafsadah yang telah ditentukan 

berdasarkan Nas, dan begitupun sebaliknya, fatḥ al-żarῑʻah diterapkan 

apabila menjadi metode untuk menggiring kepada maslahat yang dinaskan. 

                                                           
37 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam …, 449. 
38 A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam …, 449 
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Mafsadah dan maslahah yang dinaskan adalah qaṭ’i, sehingga al-żarῑʻah 

ialah pelayan terhadap nas. 

2. Persoalan yang berkaitan dengan amanat dari hukum-hukum syariat (tugas-

tugas keagamaan) menunjukkan bahwa kerusakan akibat mengabaikan 

amanat jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan pelaksanaan suatu 

tindakan berdasarkan al-żarῑʻah. 

Pelarangan terhadap perbuatan pemeliharaan harta wakaf maupun 

harta-harta anak yatim karena takut zalim atas dasar al-żarῑʻah dapat 

menimbulkan akibat harta-harta itu menjadi terlantar. Begitu juga tindakan 

penolakan menjadi saksi karena ketakutan berbuat dusta menjadikan jelas bahwa 

kemaslahatan untuk manusia akan hilang. Peneliti berdasarkan perumpamaan-

perumpamaan tersebut prinsip al-żarῑʻah tidak hanya mengkaji terhadap maksud 

atau niat perorangan, akan tetapi mengkaji pula terhadap maslahat umum dan 

menolak kerusakan yang bersifat umum. 

Peneliti berdasarkan paparan di atas, dapat menyimpulkan yang pada 

pokoknya apabila seorang mukallaf hendak menerapkan al-żarῑʻah harus 

mengingat dan membandingkan mafsadat atau bahaya masing-masing. Mana 

yang lebih unggul itulah yang diambil.  

M. Jafar berpendapat bahwa demi ketepatan penerapan atau 

implementasi sadd al-żarῑʻah diperlukan pengukuran nilai maslahat-mafsadah. 

kriteria nilai maslahat-mafsadah pada penggunaan metode sadd al-żarῑʻah dapat 

digambarkan dengan rentang peringkat pada diagram dan penjelasan di bawah 

ini:39 

                                                           
39 M. Jafar, Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam …, 262-267 
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Gambar 4.1. Rentang peringkat kadar maslahat-mafsadah. 

 

a. Peringkat tersier (taḥsiniyyat) 

1) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah tersier, dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah atau dapat pula tidak diterapkan sadd al-

żarῑʻah, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang 

mencakup luas atau sempit. 

2) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah sekunder, pasti 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

3) Maslahat tersier menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

b. Peringkat sekunder (ḥajiyyat) 

1) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

2) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah sekunder, dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah atau dapat pula tidak diterapkan sadd al-
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żarῑʻah, harus dilakukan peninjauan lebih lanjut terkait akibat yang 

mencakup luas atau sempit. 

3) Maslahat sekunder menyampaikan kepada mafsadah primer, wajib 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

c. Peringkat primer (ḍaruriyyat) 

1) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah tersier, tidak dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

2) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah sekunder, tidak dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah. 

3) Maslahat primer menyampaikan kepada mafsadah primer, tidak dapat 

diterapkan sadd al-żarῑʻah.  

 

B. Analisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Perspektif Al-Żarῑʻah 

Dirjen Bimas Islam pada tanggal 29 Oktober 2021 mengeluarkan kebijakan 

melalui Surat Edaran Nomor: P-005/DJ/.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan 

Dalam Masa Idah Istri (selanjutnya disebut SE 2021). SE 2021 tersebut dikeluarkan 

Dirjen Bimas Islam sebagai upaya tindak lanjut40 hasil pembahasan dalam forum 

diskusi pada tanggal 30 September antara Dirjen Bimas Islam Kemenag dengan 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 

2021. Diskusi tersebut mengidentifikasi bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 

1979 mengenai Poligami dalam Idah (SE 1979) tidak efektif dalam implementasinya, 

                                                           
40 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA di Kota Palopo 
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yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan 

peninjauan. SE 1979 tersebut telah dicabut dengan SE 2021, yang pada dasarnya 

mengatur bahwa seorang pria yang telah menjatuhkan talak raj’i dan ingin menikah 

lagi dengan wanita lain sementara mantan istrinya masih dalam masa idah harus 

memperoleh izin poligami dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. 

Peneliti membandingkan kedua surat edaran tersebut yang ternyata pada 

dasarnya memiliki kesamaan bahasan atau materi yaitu pada pokoknya membahas 

mengenai kebijakan pencatatan perkawinan seorang laki-laki duda dalam masa idah 

bekas istri. Maka selanjutnya peneliti meninjau poin-poin muatan ketentuan tersebut 

melalui sudut pandang hukum positif perkawinan di Indonesia dan metode penemuan 

hukum al-żarῑʻah. 

1. Analisis Poin Pertama Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Poin pertama kebijakan SE 2021 tersebut yaitu terkait pencatatan 

perkawinan, apabila ditinjau berdasarkan Hukum Perkawinan di Indonesia telah 

sesuai, karena pada dasarnya sebagaimana telah dipaparkan peneliti pada bagian 

latar belakang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UUP) menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa 

perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. Ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus 

dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi 

Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur 

pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 dan 6, dimana wewenang pencatatan 

berada pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan.  
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Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif, bukan bagian dari 

syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan ditentukan 

oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama bagi pasangan calon 

mempelai. Pencatatan perkawinan ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu:41 

1. Pandangan negara, pencatatan perkawinan diharuskan agar negara dapat 

berfungsi dalam pemberian jaminan penegakan, pemajuan, perlindungan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pencatatan perkawinan adalah kegiatan administratif yang diselenggarakan 

negara dan ditujukan supaya perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum 

vital dalam kehidupan warga negara, memiliki dampak terjadinya akibat 

hukum yang sangat luas memiliki suatu akta autentik yang sempurna dan 

mengikat, sehingga negara dapat melindungi serta memenuhi hak-hak yang 

timbul dari perkawinan, serta memastikan pelaksanaannya berlangsung 

dengan baik, efektif, dan efisien. 

Hukum Islam di Indonesia baik melalui UUP maupun KHI pada 

dasarnya tidak ada yang melarang pria bekas suami untuk menyelenggarakan 

perkawinan dengan wanita lain meskipun wanita bekas istri sebelumnya belum 

selesai menjalani idah. Pasal 3 UUP menetapkan bahwa dalam prinsipnya, 

seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, sementara seorang wanita 

hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Akan tetapi, ketentuan diatas juga 

penjelasan umum UUP menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia 

                                                           
41 Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 

diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012, 33-34 
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menganut sistem monogami terbuka yaitu hanya apabila yang bersangkutan 

berkehendak, dan karena diperbolehkan pula oleh hukum agama yang 

bersangkutan untuk beristri lebih dari seorang (dalam adat masyarakat Luwu 

dikenal dengan istilah sipammarue). Perkawinan bagi seorang suami dengan 

lebih dari satu istri hanya bisa diselenggarakan jika berbagai persyaratan tertentu 

telah terpenuhi dan diberi izin oleh Pengadilan.  

Ketentuan pencatatan perkawinan apabila ditinjau melalui perspektif al-

żarῑʻah merupakan sebuah perbuatan yang dapat mengantarkan kepada sesuatu 

perbuatan anjuran bahkan merupakan suatu kewajiban administratif. Perbuatan 

pencatatan perkawinan merupakan al-wasīlah atau perbuatan perantara yang 

dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. Adapun perkawinan yang 

dilangsungkan antara pria dengan wanita baik berstatus perjaka/gadis maupun 

duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai, inilah al-ifḍa’ yang 

memunculkan dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa maslahat.  

Maslahat yang dimaksud ialah agar para pihak yang melaksanakan 

perkawinan dapat diketahui secara pasti status masing-masing sebelum 

dilaksanakannya perkawinan. Apabila ternyata laki-laki dan perempuan baik 

berstatus duda/janda maka harus dibuktikan dengan akta cerai, sehingga calon 

mempelai tidak melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, serta 

calon mempelai saling mengetahui status calon pasangannya. Selanjutnya, 

apabila perkawinan dicatat maka negara dapat hadir melaksanakan pemberian 

jaminan perlindungan hukum dan pihak pelaku perkawinan mendapatkan 

kepastian hukum (al-mutawassil ilaih). 
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Perbuatan perkawinan yang tidak dicatat (al-wasīlah) justru 

memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan (al-

ifḍa’) kepada mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon 

mempelai, tidak adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas 

perkawinan mereka karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka 

sehingga negara tidak dapat menyelenggarakan pemberian jaminan 

perlindungan, pemenuhan pemajuan, , dan juga penegakan hak yang lahir dari 

peristiwa hukum perkawinan tersebut (al-mutawassil ilaih).  

Hal ini sesuai dengan hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

pada pokoknya perkawinan tidak tercatat hukumnya sah namun dapat berubah 

menjadi haram jika terdapat maḍarat. Maka berdasarkan metode sadd al-żarῑʻah 

perkawinan harus dicatat instansi berwenang untuk menolak dampak negatif 

tersebut. Fatwa tersebut selaras dengan Keputusan Majlis Tarjih dan Tajdid pada 

tanggal 25 Mei 2007, bahwa pencatatan perkawinan di KUA hukumnya wajib. 

Dalil yang dijadikan dasar hukum perubahan ketentuan perkawinan ialah 

sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan:42 

وَالَِوَالنيِيَّاتَِوَا لعَوَا كِنَةَِوَا لَأح  بَِتَ غَيرَُِّا لَأز مِنَةَِوَا لَأم  تِلَفَ  هَاَبَِِس   .ئِدَِتَ غَيرُّ َا لفَت  وَىَوَاخ 
Terjemahnya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut 

perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat. 

 

Pencatatan perkawinan selain tujuan utama agar terwujudnya ketertiban hukum 

juga memiliki manfaat preventif (sadd al-żarῑʻah), yaitu agar tidak timbul atau 

tercipta penyimpangan terkait rukun dan syarat perkawinan, baik menurut 

ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. 

                                                           
42 Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/, diakses pada 

tanggal 20 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB. 

https://tarjih.or.id/hukum-nikah-sirri/
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2. Analisis Poin Kedua Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Poin kedua kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa ketentuan istri harus 

menjalani idah yang timbul karena perkawinan putus dengan perceraian 

memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak, suami dan istri, untuk 

mempertimbangkan kembali dan mungkin membangun kembali hubungan 

rumah tangga mereka. Ketentuan ini selaras dengan ayat dalam Q.S. Al-Baqarah 

/2:228 dan Q.S. Al-Ṭalāq /65:2, sebagaimana telah dinukil peneliti sebelumnya 

pada Bab II penelitian ini. Hikmah pensyariatan idah bagi perempuan ialah 

sangat membuka kemungkinan atau kesempatan bagi suami kembali rujuk 

dengan istrinya yang sebelumnya telah ditalak.43 Apabila istri yang telah dicerai 

suaminya tersebut hampir mencapai batas akhir masa idahnya, sang suami 

tersebut dapat merujuk istrinya sehingga kembali meneruskan ikatan pernikahan 

dengan cara yang ma’ruf selama perceraian itu bukan yang kali ketiga (talak 

bā’in kubrā).  

Perkawinan juga merupakan sebuah pertalian erat antara suami istri 

untuk hidup bersama yang sedemikian erat (mīṡâqon golīẓō). Bahkan walaupun 

apabila sang istri telah ditalak sang suami, namun laki-laki yang menjatuhkan 

talak mereka masih menjadi suami dari istri yang ditalaknya karena mereka pada 

esensinya masih memiliki ikatan perkawinan dan melekat pula kewajiban 

masing-masing suami istri. Bekas istri yang dijatuhi talak wajib untuk menanti 

bekas suaminya di masa idahnya, sedangkan bekas suaminya masih wajib pula 

untuk melaksanakan pemberian nafkah kepada istrinya. Maka sudah seharusnya 

                                                           
43 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 536-537. 
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pasangan tersebut agar memperbaiki hubungan mereka.44 Apabila pasangan 

suami istri telah kembali membina rumah tangga atau rujuk, maka pasangan 

tersebut masing-masing dilarang mengungkit-ungkit kesalahan yang lalu.45  

3. Analisis Poin Ketiga Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Poin ketiga kebijakan SE 2021 membahas tentang masa tunggu yang 

harus dilalui suami sebelum dapat menikah lagi. Seorang pria yang telah 

bercerai hanya bisa menikah dengan wanita lain setelah mantan istrinya selesai 

menjalani masa idah. Kebijakan tersebut apabila ditarik penafsiran secara 

berlawanan atau contra legem, dapat diartikan bahwa pria bekas suami tidak 

diperbolehkan menikah lagi kecuali masa idah mantan istrinya telah berakhir. 

Maka pria bekas suami diwajibkan menunggu terhadap masa idah bekas istrinya. 

Hal yang sangat berbeda dalam konsep fikih munakahat. 

Laki-laki pada kajian fikih tidak memiliki masa idah dengan pengertian 

istilah. Maka seorang pria dapat kawin dengan wanita yang lain secara langsung 

atau sesaat pasca terjadinya perceraian dengan bekas istrinya terdahulu, selama 

tidak terdapat halangan secara syara’ (mani’ syara’). Contohnya termasuk 

menikahi perempuan yang dilarang untuk dipoligami secara bersamaan, seperti 

mengawini istri pertama bersama dengan kerabat perempuan dari pihak istri, 

misalnya saudara perempuannya, bibi dari pihak ibu atau ayah, keponakan 

perempuan yang merupakan anak dari saudara laki-lakinya, serta saudara 

perempuannya. Hal ini tetap dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah atau 

akad yang syubhat. 46  

                                                           
44 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1, (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 489-490. 
45 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1 …, 295. 
46 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 536. 
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Contoh lainnya ialah adanya halangan syara’ bagi laki-laki menikahi 

perempuan hingga urutan kelima dalam idah istri urutan keempat yang dia 

ceraikan sampai selesai masa idahnya. Pria juga terlarang mengawini istri yang 

telah dijatuhi talak hingga ketiga kali sebelum dia kawin dengan lelaki yang 

lain.47 Hukum Islam di Indonesia melalui KHI juga menyarankan agar suami 

yang ditinggal wafat oleh istrinya menjalani masa berkabung dengan cara yang 

patut. Meskipun masa berkabung yang dimaksud dalam ketentuan tersebut 

berbeda dengan konsep iḥdād dalam fikih dan bersifat anjuran,48 namun hal 

tersebut ialah salah satu diantara pembaruan hukum perkawinan Islam di 

Indonesia. 

Konsep serupa ditawarkan Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya, 

menjelaskan bahwa perlu pembaharuan hukum terkait idah yang dapat 

diberlakukan pula untuk bekas suami atau laki-laki. Konsep ini dikeluarkan 

setelah ketentuan idah ditinjau melalui perspektif sosial-historis dimana hikmah 

disyariatkannya ialah untuk mengangkat derajat perempuan di masyarakat Arab 

Pra-Islam yang bercorak budaya patriarki atau androsentris (laki-laki sebagai 

pusat bermasyarakat), bahkan perempuan hanya dianggap sebagai objek 

kepemilikan hingga dapat dijual. Maka idah disyariatkan yang memiliki tujuan 

agar:49 

a. Mengetahui kebersihan rahim dan memelihara garis keturunan dari pihak 

laki-laki; 

b. Meringankan keadaan perekonomian sang wanita yang dicerai; 

                                                           
47 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 536. 
48 Tim Penyusun, Himpunan Peranturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum 

Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 54. 
49 Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, …, 125-131. 
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c. Meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal dengan 

mengurangi masa berkabung menjadi 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari 

(masa berkabung perempuan zaman pra-Islam atau jahiliyyah ialah selama 

satu tahun); 

d. Berkabung atas kematian suami dalam rangka memberikan penghormatan 

suami yang meninggal dan keluarga besar suami; 

Oleh karena saat ini dengan adanya kemajuan teknologi yang 

memungkinan diketahui kehamilan bahkan hubungan biologis anak dengan 

kedua orang tuanya secara singkat. Faktor lainnya ialah adanya keadilan gender 

yang saat ini dituntut dengan kriteria keadilan sama rata atau setara antara pria 

dan wanita. Maka idah seharusnya bukan berlaku hanya untuk wanita, tetapi 

juga untuk pria, dengan tujuan:50 

a. Untuk menghindarkan fitnah serta memelihara kesehatan dari penyakir 

menular terutama penyakit seksual; 

b. Untuk mengagungkan Lembaga perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh, 

sehingga apabila suami istri berpisah karena kondisi rumah tangga mereka 

telah retak dan pecah, maka perlu diwujudkan rekonsiliasi agar antara suami 

istri yang telah bercerai dapat bersatu lagi untuk membina rumah tangga dan 

tercipta kembali suasana dan hubungan kondusif. 

c. Terciptanya kesetaraan gender pria dan wanita di masyarakat 

Peneliti selanjutnya mengutip hasil penelitian Hamzanwadi tentang 

konsep idah laki-laki menggunakan teori utilitarianisme (tindakan yang baik dan 

bermanfaat) yang kemudian ditinjau perspektif mubadalah (kesalingan), maka 

                                                           
50 Muhammad Isna Wahyudi, Fiqh ‘Iddah Klasih dan Kontemporer, …, 142-158. 
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laki-laki menjalani masa idah dengan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan 

rentang waktu idah yang wajib dijalani oleh wanita tersebut, baik yang cerai 

talak raj’i maupun karena ditinggal wafat.51  

Perkawinan salah satu tujuan utamanya ialah agar naluri seksual manusia 

dapat tersalurkan dan terpenuhi serta agar terhindar dari fitnah zina. Hukum 

perkawinan bagi seseorang bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram. 

Namun secara umum hukum perkawinan ialah mubah maka hal ini termasuk 

perbuatan maslahat tersier, atau mungkin dihukumi sunnah sehingga termasuk 

perbuatan yang membawa maslahat sekunder. Adapun batas wajar laki-laki 

ataupun perempuan tidak melakukan hubungan suami istri ialah sekitar 4 

(empat) bulan52 atau paling lama selama 6 (enam) bulan.53 

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan apabila ditinjau melalui 

perspektif al-żarῑʻah, merupakan sebuah perbuatan (al-wasīlah) yang 

mengandung maslahat tersier (apabila perkawinan dihukumi mubah). Namun, 

jika suami menikahi wanita lain sebelum masa idah istri sebelumnya selesai, ini 

merupakan al-ifḍa’ yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan tersebut 

dapat menyebabkan kerusakan tersier atau bahkan kerusakan sekunder. Apabila 

suami kawin dengan perempuan lain justru membuat sang suami tidak akan 

berpikir ulang membangun kembali rumah tangga dengan istri yang telah 

dijatuhi talak sehingga tidak dirujuk dan berujung terjadilah perceraian, padahal 

perceraian ialah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt.  

                                                           
51 Hamzanwadi, “Konsep ‘Iddah Laki-Laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir”, Tesis, 

(Malang: Prodi Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, 2021) 
52 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Jilid 1 …, 486. Lihat 

Q.S. Al-Baqarah /2:226: 
53 Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Terjemahan Fiqih Islam …, 298. 
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Apabila perbuatan suami yang melakukan perkawinan merupakan sebuah 

perbuatan (al-wasīlah) yang mengandung maslahat sekunder (apabila 

perkawinan dihukumi sunnah). Adapun suami yang melaksanakan pernikahan 

dengan wanita lain namun masa idah bekas istrinya belum selesai, inilah pula al-

ifḍa’ yang memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan 

mengantarkan kepada mafsadah sekunder. Padahal anjuran Allah Swt. ialah agar 

suami merujuk istri pada masa idahnya. 

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur lebih luas mengenai lingkup idah 

yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali qabla al-dukhūl, namun 

peneliti dengan berpedoman Nas dalam Q.S. Al-Baqarah /2:228 dan Q.S. Al-

Ṭalāq /65:2 berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa 

tindakan atau respon paling utama pasca perceraian ialah para pihak diharapkan 

berpikir ulang demi tercapainya upaya rekonsiliasi dalam rumah tangga. Apabila 

perbuatan suami yang melakukan perkawinan dengan wanita lain pada saat masa 

idah bekas istri belum selesai, rekonsiliasi antara suami dengan istrinya yang 

dijatuhi talak menjadi tidak kondusif dan hal tersebut terkesan tidak 

mengagungkan hubungan pertalian yang erat dan kokoh (mīṡâqon golīẓō) antara 

keduanya.  

Kewajiban laki-laki bekas suami menunggu masa idah istri sebelum 

kawin dengan perempuan lain secara substansi bertujuan agar para pihak 

berpikir ulang mewujudkan kembali rumah tangga harmonis dan manfaat 

preventifnya ialah agar tercipta ketertiban hukum (sadd al-żarῑʻah), baik 

menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yaitu agar 

terbangunnya rekonsiliasi sehingga keduanya tidak jadi bercerai dan terajut 
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kembali hubungan pertalian yang erat dan kokoh (mīṡâqon golīẓō) antara 

keduanya. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula pengaturan kebijakan yang 

mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak menyelenggarakan perkawinan 

dengan wanita lain, seyogyanya menunggu selesainya wanita bekas istrinya 

menjalani masa idah.  

4. Analisis Poin Keempat Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Poin keempat kebijakan SE 2021 menyebutkan bahwa jika seorang pria 

yang telah bercerai menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya dan 

masih memiliki kesempatan untuk merujuk mantan istrinya, hal ini berpotensi 

menyebabkan terjadinya poligami tersembunyi atau terselubung. Ini 

dikategorikan sebagai akibat yang membawa kepada mafsadah sekunder, bahkan 

primer jika poligami terselubung tersebut benar terjadi. Menurut Pasal 3 ayat (2) 

dan Pasal 4 UUP serta Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UUP dan Pasal 56 KHI, seorang pria hanya dapat menikahi lebih dari satu istri 

jika telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.  

Pria tersebut bila menikahi wanita lain selama masa idah dan kemudian 

merujuk mantan istrinya, maka ia telah melakukan poligami tersembunyi karena 

ia memiliki lebih dari satu istri tanpa izin dari Pengadilan Agama. Hal ini 

merupakan bentuk penyelundupan hukum, maka jalan ini wajib ditutup (sadd al-

żarῑʻah). 

5. Analisis Poin Kelima Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 

Poin kelima kebijakan SE 2021 menyatakan bahwa jika seorang pria 

telah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya, ia hanya 

dapat merujuk mantan istrinya setelah memperoleh izin poligami dari 
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Pengadilan. Perbuatan suami yang ingin merujuk istri merupakan perbuatan 

maslahat sekunder. Perbuatan suami tersebut merupakan al-wasīlah atau 

perbuatan perantara yang dapat menjadikan jalan kepada sesuatu hukum lain. 

Jika suami sudah menikah dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya 

dan kemudian ingin merujuk mantan istrinya, ia diwajibkan untuk mendapatkan 

izin poligami dari Pengadilan, menurut peneliti hal ini merupakan  al-ifḍa’ yang 

memunculkan kuat dugaan bahwa perbuatan tersebut akan mengantarkan kepada 

hukum lainnya. Meskipun anjuran Allah Swt. ialah agar suami merujuk istri 

pada masa idahnya, namun terdapat tujuan pokok lain dari suami yaitu untuk 

berpoligami yang merupakan maslahat tersier. Maka dalam hal ini tidak dapat 

diterapkan metode sadd al-żarῑʻah. 

Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, berpendapat bahwa secara umum 

muatan isi kebijakan pada SE 2021 telah sesuai dengan metode sadd al-żarῑʻah. 

Muatan SE 2021 tersebut juga pada dasarnya ditetapkan berdasarkan Hukum Islam.54 

Namun pada poin kelima kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-

żarῑʻah karena prinsip sadd al-żarῑʻah ialah sesuai dengan kaidah fikih yaitu: 

َََء رََ دََ
ََبَِلَ ىَجََلََعَََمَ دَ قََمَ َدَِاسَِفََال

َ
َحَِالَِصََال

Terjemahnya: Menolak mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada 

mendatangkan kemaslahatan. 

 

C. Kritik Kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 

P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Peneliti melakukan perbandingan antara SE 1979 dan SE 2021. SE 1979 

menetapkan bahwa seorang pria yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i 

                                                           
54 Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rudding Bandu selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kota Palopo dan Bapak Budi Jamin selaku Kepala KUA Kecamatan Wara 

Kota Palopo pada 20 Februari 2023 pukul 09.00 WITA dan pukul 09.00 WITA di Kota Palopo 
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dan ingin menikah lagi dengan wanita lain selama masa idah mantan istrinya masih 

berlaku, harus memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Muatan berbeda 

ditetapkan pada SE 2021 yang mengatur seorang pria bekas suami yang bercerai 

dengan wanita bekas istrinya sehingga sang wanita bekas istri diwajibkan menjalani 

masa idah, maka sang pria bekas suami tersebut hanya dapat menyelenggarakan 

perkawinan dengan wanita selain bekas istrinya apabila sang wanita bekas istri telah 

selesai menjalani masa idah. Persamaan dan perbedaan muatan SE 1979 dengan SE 

2021 dapat dilihat pada gambar tabel berikut: 

No. Unsur muatan 

kebijakan 

SE 1979 SE 2021 

1.  Lingkup idah Akibat talak raj’i 
Akibat cerai umum kecuali 

qabla al-dukhūl 

2.  Masa tunggu suami 

 

Memiliki kesamaan kebijakan bahwa bekas suami wajib 

menunggu idah bekas istri selesai bila ingin menikah 

dengan wanita selain bekas istrinya 

3.  Izin poligami 

Diperlukan bila bekas 

suami akan menikah 

dengan wanita lain 

sebelum masa idah bekas 

istri habis 

Diperlukan bila bekas 

suami akan merujuk bekas 

istri yang mana bekas 

suami telah menikah 

dengan wanita lain 

Gambar 4.2. Perbandingan kebijakan SE 1979 dengan SE 2021. 

 

Sadd al-żarῑʻah pada hakikatnya ialah menutup segala celah kerusakan atau 

mafsadah yang besar dengan tujuan agar mendapatkan manfaat atau maslahat yang 

lebih besar. Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut, justru membuka pintu atau 

peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi dan hal 

tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan kondisi 

bahwa disamping sang suami sudah kawin lagi dengan perempuan lain, ia masih 
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terikat perkawinan dengan istri yang telah dijatuhi talak yang masa idahnya belum 

selesai. SE 1979 mengatur bahwa jika seorang pria yang telah menceraikan istrinya 

ingin menikahi wanita lain selama masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia 

harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk 

mencegah adanya penyelundupan hukum karena pada saat itu sang pria berpoligami 

secara legal atau sah, meskipun andai sang pria tidak jadi rujuk dengan wanita bekas 

istrinya. 

Kebijakan poin kelima SE 2021 tersebut justru berlawanan dengan kebijakan 

poin ketiga SE 2021 itu sendiri, sehingga tidak menciptakan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan hukum sebagaimana paparan peneliti pada Bab III 

Tinjauan SE terhadap ketentuan per-UU. Oleh karenanya, terjadi disharmonisasi 

hukum yang dapat mengakibatkan terjadi perbedaan penafsiran hukum dan 

pelaksanaannya, yang kemudian dapat timbul pula ketidakpastian hukum, yang pada 

akhirnya dapat bermuara SE 2021 tidak dapat efektif berfungsi (disfungsi hukum). 

Poligami merupakan perbuatan yang mengandung maslahat tersier, 

sedangkan lembaga rujuk merupakan perbuatan yang mengandung maslahat 

sekunder bahkan dapat menjadi primer. Maka lembaga rujuk yang seharusnya 

didahulukan dalam kebijakan ini, bukan poligami terselubung. Ilustrasinya 

berdasarkan kebijakan tersebut adalah jika seorang suami menceraikan istrinya 

dengan talak raj’i, ia diwajibkan menunggu hingga masa idah istrinya selesai. 

Tujuan dari masa tunggu ini adalah agar para pihak berpikir ulang untuk rekonsiliasi 

membina rumah tangga yang erat kembali.  

Suami apabila tidak berhasil memperbaiki hubungan dan ingin menikah lagi 

dengan wanita lain sementara masa idah mantan istrinya belum berakhir, ia harus 
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mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan 

kebijakan dalam SE 1979 yang telah dicabut, yang menyatakan bahwa seorang suami 

yang telah menceraikan istrinya dengan talak raj’i dan ingin menikahi wanita lain 

sebelum masa idah mantan istrinya selesai harus mendapatkan izin poligami dari 

Pengadilan Agama.  

Kebijakan SE 2021 meskipun mengatur secara lebih luas mengenai lingkup 

idah yaitu akibat dari perceraian secara umum kecuali qabla al-dukhūl, namun hal 

tersebut tidak menghilangkan anjuran bahwa tindakan atau respon paling utama 

pasca perceraian ialah para pihak diharapkan berpikir ulang demi tercapainya upaya 

rekonsiliasi dalam rumah tangga. Maka peneliti berpendapat telah tepat pula 

pengaturan kebijakan yang mengatur bahwa pria bekas suami bila hendak 

menyelenggarakan perkawinan dengan wanita lain, seyogyanya menunggu 

selesainya wanita bekas istrinya menjalani masa idah, dan hal ini telah sesuai dengan 

metode sadd al-żarῑʻah. 

Perbuatan suami yang melakukan perkawinan poligami dapat dikategorikan 

sebagai al-wasīlah yang mengandung maslahat tersier. Jika suami yang telah 

merujuk istrinya ingin menikah lagi dengan wanita lain tanpa mencatat perkawinan 

tersebut, ini merupakan al-ifḍa’ yang menimbulkan dugaan kuat bahwa tindakan 

tersebut berpotensi menyebabkan mafsadah sekunder atau bahkan primer. Sebabnya 

ialah karena perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan Agama secara otomatis 

mengakibatkan perkawinan kedua tersebut tidak dicatat (al-wasīlah) yang justru 

memunculkan kuat dugaan perbuatan tersebut akan membawa (al-ifḍa’) kepada 

mafsadah seperti rawan penyelundupan hukum terkait status calon mempelai, tidak 

adanya kepastian hukum dan hak pasangan suami istri atas perkawinan mereka 
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karena tidak ada bukti autentik atas perkawinan mereka sehingga negara tidak dapat 

menyelenggarakan pemberian jaminan perlindungan, pemenuhan pemajuan, dan 

penegakan hak yang lahir dari peristiwa hukum perkawinan tersebut (al-mutawassil 

ilaih).  

Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting agar 

negara dapat memberikan perlindungan hukum dan memastikan kepastian hukum 

bagi pihak-pihak yang terlibat. Peneliti berpendapat dan juga menyarankan meskipun 

poligami juga merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yaitu pada tahun 

2023 sebanyak 738 kasus dari 408.347 kasus yang terjadi di Indonesia55 atau sekitar 

0,18%, namun dengan adanya ketentuan masa tunggu suami terhadap idah istri ini 

diharapkan dapat menekan kasus perceraian yang disebabkan faktor poligami 

tersebut (patut diduga diselenggarakan secara terselubung), sehingga perlu 

peninjauan lebih lanjut dan komprehensif mengenai dampak sosial akan kebijakan 

ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menghidari dari gejala yang justru semakin besar 

yaitu dengan adanya kebijakan ini justru meningkatkan angka kasus perceraian 

karena faktor poligami, atau terjadi kebingungan masyarakat akibat adanya 

ketidakpastian hukum. 

                                                           
55 Tim Penyusun, Statistik Indonesia 2024, Vol. 52, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), 279-281 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peneliti berdasarkan paparan analisa diatas, maka dari hasil penelitian ini 

dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut 

1. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 

Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (SE 2021) bila ditinjau berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan (per-UU0 bukanlah termasuk dalam 

hierarki per-UU. Surat edaran juga memiliki perbedaan pada format susunan 

atau kerangka per-UU. Aturan umum Surat edaran juga tidak ada perintah atau 

amanat untuk mengundangkan atau menempatkannya dalam lembaran negara 

atau sejenisnya, sebagaimana per-UU. Ketentuan yang tercantum dalam SE 

2021 sesuai dengan per-UU yang berlaku, atau setidaknya sesuai dengan 

pedoman tata naskah dinas di lingkungan kementerian agama. Hal ini relevan 

dalam konteks kebijakan bimbingan masyarakat Islam dan merupakan 

kewajiban bagi Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama untuk 

mengikuti pedoman tersebut. Namun peneliti tidak sependapat bahwa terdapat 

hal mendesak sehingga perlu dikeluarkan SE 2021 karena telah ada ketentuan 

SE 1979 yang mengatur hal yang sama sehingga tidak ada kondisi yang 

mendesak. 

2. Muatan kebijakan SE 2021 tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam 

berdasarkan metode sadd al-żarῑʻah, termasuk mengenai kebijakan yang 

mengatur bahwa laki-laki bekas suami hanya dapat menyelenggarakan 



118 
 

perkawinan dengan perempuan lain apabila masa idah perempuan bekas 

istrinya telah selesai atau habis, karena hal ini mendorong bekas suami berpikir 

ulang atau sebagai upaya rekonsiliasi sehingga harapannya ialah bekas suami 

dapat rujuk dengan bekas istrinya sesuai anjuran Allah Swt. Apabila suami 

kawin dengan perempuan lain justru mengantarkan kepada mafsadat yaitu 

terjadilah perceraian yang merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah 

Swt., tanpa ada upaya rekonsiliasi. Adapun pada poin kelima kebijakan 

tersebut tidak dapat diterapkan metode sadd al-żarῑʻah, justru membuka pintu 

atau peluang adanya poligami terselubung yang pada hakikatnya sudah terjadi 

dan hal tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum. 

B. Saran  

Peneliti setelah melakukan penelitian ini menyadari bahwa penelitian ini 

meskipun memberikan hasil namun tidak terlepas dari kekurangan. Maka peneliti 

dapat memberikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk Pemerintah 

a. Agar Kementerian Agama segera merevisi SE 2021 dengan membuat 

aturan yang mengatur masa tunggu suami terhadap idah istri yang dimuat 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga lebih kuat dan 

mengikat semua pihak. 

b. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan yang dikeluarkan mengikuti 

ketentuan perundang-undangan, baik dari segi prosedur maupun substansi. 

Dengan cara ini, peraturan yang dibuat dapat memenuhi tujuan hukum dan 

tidak mengalami keterlambatan dalam menanggapi perkembangan yang 

perlu diatur, sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa 
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hukum sering kali tertinggal dari peristiwa yang harus diatur (het recht 

hink achter de feiten aan). 

c. Agar Pemerintah melakukan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan 

masyarakat terhadap ketentuan baru tersebut bila telah diterbitkan. 

2. Untuk Akademisi 

a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam, 

termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri. 

b. Agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi karya ilmiah lanjutan 

dengan pembahasan lebih mendalam dan komprehensif serta lebih 

bermanfaat bagi banyak pihak. 

3. Untuk Lembaga Kemasyarakatan / Umum 

a. Agar turut serta melakukan penelitian pembaharuan hukum islam, 

termasuk kajian terkait Masa Tunggu Suami Terhadap Idah Istri dan yang 

sesuai dengan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia. 

b. Agar dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah 

sebagai pembuat peraturan, guna memastikan pembaruan hukum Islam 

yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. 
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